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PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak
terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata
asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman
transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman
transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN
Daftar hurutf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada halaman berikut:

Arab Indonesia Arab Indonesia
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Hamzah (=) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diben
tanda apa pun. Jika hamzah (¢) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis
dengan tanda (7).

B. VOEKAL

Vokal bahasa Arabseperti vokal bahasa Indonesiaterdini atas vokal
Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transhiterasinya sebagai benkut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Fathah A A
! Kasrah I I
| Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

sl Fathah dan ya Ai A dan |




3 Fathah dan wau Au A dan U

Contoh:
a8 : kaifa
Jd» - haula
C. MADDAH
Maddah atau vokal panjang yvang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transhterasinya berupa huruf dan tanda, yatu:

Harkat dan Huruf dan
Nama Nama
Huruf Tanda
a dan garis
- Fathah dan alif atau ya A
di atas
1 dan garis
7 Kasrah dan ya |
di atas
u dan garis
& Dammah dan wau U
di atas
Contoh:
s mata
=y . rama
Ja : gila

el yamiitu
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D. TA MARBUTAH
Transliterasi untuk ta marbiitah ada dua, yaitu: ta marbiitah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta marbitah vang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbiitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka fa

marbiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

Jukyr aa gy : raudah al-atfal
il d302)  al-madinah al-fadilah
| s al-hikmah

E. SYADDAH (TASYDID)
Svaddah atau fasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda fasydid ( ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang dibeni tanda syaddah. Contoh:

v : rabbana
s . najjaina
3al > al-hagq
=l . al-hajj
axh: puima

e : aduwwu

Xi1i



Jika huruf < ber-tasvdid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharakat kasrah (-) maka 1a ditranshterasi seperti huruf maddah (1). Contoh:

e : "Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
SF : “Arabi (bukan ‘Arabi atau ‘Araby)
KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J!
(ahf lam ma'nfah). Dalam pedoman transliterasi 11, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dan kata yang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

vl . al-syams (bukan asy-syvamsiu)
315 : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
FEARAL : al-falsafah

Ey . al-biladu

HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (") hanya berlaku bagi
hamzah vang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

5358 ta murina
¢ 5 : al-nau’

B gt . syai ‘un
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. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM

BAHASA INDONESIA

Kata, 1stilah atau kalimat Arab yvang ditranshteras: adalah kata, 1stilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dar al-
Qur'an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut
menjadi bagian dan satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus
ditransliterasi secara utuh. Contoh:

F1 zilal al-Qur’an

Al-Sunnah gabl al-tadwin

Al-‘Ibarat FT 'Umiim al-Lafz la bi khusiis al-shabab
LAFZ AL-JALALAH (&)

Kata “Allah™ yang didahulwm partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa
huruf hamzah. Contoh:

& G : dinullah
Adapun ta marbiitah di akhir kata vang disandarkan kepada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

il 42a ) 0 aa - hum fi rahmatillah

X1V



J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama
diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila
nama dinn didahulum oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dan kata sandang tersebut
menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan vang sama juga berlaku untuk
huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika
1a ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil Inna awwala baitin wudi a linnasi lallazi
bi Bakkata mubarakan Syahru Ramadan al-lazt unzila fih al-Our an
Nasir al-Din al-Tts
Abt Nasr al-Farab1
Al-Gazali

Al-Munqiz minhal-Dalal

XY
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ABSTRAK

Harun Misbakhul Munir, NIM 200201110081, 2024, Pemeriksaan Dua Perkara
Permohonan Dispensasi Pernikahan dalam Satu Persidangan Studi di
Pengadilan Agama Magetan Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga
Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Matang. Dosen Pemhimbing: Sit1 Zulaichah, S.HI., M.Hum.

Kata Kunci: Pemeriksaan, Dispensasi Pernikahan, Satu Persidangan

Penelitan 1m1 dilatarbelakangi oleh permohonan dispensasi permikahan
yang usia dari kedua calon pengantin dibawah ketentuan Undang-undang. Di
Pengadilan Agama Magetan permohonan tersebut diajukan secara sendiri-sendin
sehingga menjadi dua perkara akan tetapi pemeriksaannya dilakukan secara
bersamaan. Alasan dari pemeriksaan dua perkara dispensasi pernikahan dalam satu
persidangan 1m dikarenakan subjek maupun objek hukumnya sama. Tujuan dan
penelian imi adalah untuk menganalisis apakah praktik pemeriksaan dua
permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Magetan sesuai dengan
Hukum Acara yang berlaku.

Penelitian i1ni merupakan penelitian empiris dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan. Sumber data primer yang diperoleh pada
penelitian ini adalah hasil dari wawancara kepada hakim Pengadilan Agama
Magetan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Undang-undang, buku-buku
yang berkaitan dengan tema penelitan, penelitian terdahulu baik berupa sekripsi
ataupun jurnal dan data statisnk perkara tahunan Pengadilan Agama Magetan.
Selain itu, pada penelitian terdapat metode pengolahan data yakni pemeriksaan
data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan.

Hasil dan peneliian imi menunjukan bahwa proses pemeriksaan dua
perkara permohonan dispensasi pernikahan dalam satu persidangan di Pengadilan
Agama Magetan dilakukan secara bersamaan mulai dan pemeriksaan para
pemohon, pemeriksaan calon suami dan isteri, pemeriksaan calon orang tua suami
dan 1stenn dan pemenksaan alat bukti. Kemudian ditetapkan dengan nomor perkara
yang berbeda. Dasar hukum penggabungan pemeriksaan dua perkara dispensasi
pernikahan secara tidak langsung terdapat pada sumber Hukum Acara Peradilan
Agama yakm SEMA no 5 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa kedua
permohonan dispensasi pernikahan tersebut dapat diajukan dalam satu perkara
sehingga pemeriksaannya pun juga dapat dilakukan secara bersamaan walaupun
dengan nomor perkara yang berbeda.

XIX



ABSTRACT

Harun Misbakhul Munir, NIM 200201110081, 2024, Examination of Two Cases
of Application for Marriage Dispensation in One Study Trial at the
Magetan Religious Court Thesis. Islamic Family Law Study Program,
Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrabim State Islamic University
Malang. Advisor: Siti Zulaichah, §.HI., M.Hum.

Keywords: Examination, Marriage Dispensation, One Tnal

This research was motivated by a request for marmage dispensation where
the age of the bride and groom was below the provisions of the law. At the Magetan
Religious Court the petitions were submitted separately, resulting in two cases, but
the examination was carried out simultaneously. The reason for examining two
marniage dispensation cases 1n one trial 1s because the legal subject and object are
the same. The aim of this research 1s to analyze whether the practice of examining
two marriage dispensation applications at the Magetan Rehgious Court 15 1n
accordance with the applicable procedural law.

This research is empirical research using a statutory approach. The primary
data source obtained 1n this research was the results of interviews with Magetan
Rehigious Court judges. Meanwhile, secondary data was obtained from laws, books
related to the research theme, previous research in the form of manuscripts or
journals and annual case statistical data from the Magetan Religious Court. Apart
from that, in research there are data processing methods, namely data examination,
classification, verification, analysis and drawing conclusions.

The results of this research show that the process of examining two cases
of applications for marriage dispensation in one trial at the Magetan Religious Court
was carried out simultaneously starting from examining the applicants, examining
the prospective husband and wife, examining the prospective husband and wife's
parents and examining evidence. Then it is assigned a different case number. The
legal basis for combining the examination of two indirect marmage dispensation
cases 1s found in the source of Religious Court Procedural Law, namely SEMA No.
5 of 2021, which states that both applications for marniage dispensation can be
submitted in one case so that the examination can also be carried out
simultaneously, even with the same case number different.

XX
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dapat dikatakan sah oleh negara apabila telah memenuhi
ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum utama
yang mengatur seluruh aspek permkahan di Indonesia, menggambarkan
prosedur dan syarat yang harus dipatuhi oleh calon pengantin untuk
menjalani ikatan perkawinan yang sah. Adapun syarat-syarat perkawinan
yang terdapat pada undang-undang ini 1alah: 1) Terdapat persetujuan
diantara kedua calon suami maupun isteri, 2) Mempunyai izin dari kedua
orang tua’wali apabila terdapat calon mempelalr yang belum berusia 21
tahun, 3) Usia calon suami sudah berusia 19 tahun dan usia calon isteri
sudah mencapai 16 tahun, 4) Antara calon suami dan calon 1sten tidak ada
hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin, 5) Tidak berada dalam
ikatan perkawinan orang lain, 6) Bagi suami isteri yang sudah bercerai,
kemudian menginginkan untuk kawin lagi satu sama lain lalu bercerai lagi
untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang
mereka untuk kawin ketiga kalinya, dan 7) Bagi calon ister1 yang janda tidak

dalam masa tunggu.’

! Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia,” Al-
Adl: Jurnal Hukum 1, no. 13 (2015): 23, https://ojs.umska-
bim.ac.id/index.php/aldhi/article/view/208,



Seiring berjalannya waktu pemerintah Indonesia mengeluarkan
Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan dari Undang-
undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut
terdapat pada pasal 7 vang sebelumnya menyebutkan bahwa batas usia
pernikahan bagi laki-laki ialah 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun,
kemudian dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2019
menyebutkan bahwa batas usia permikahan bagi laki-laki maupun
perempuan menjadi 19 tahun.® Undang-undang Perkawinan melarang
melakukan pernikahan dibawah umur 19 kecuali dengan alasan yang
mendesak maksudnya 1alah suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain
kecuali melakukan pernikahan, maka orang tua dari mempelai tersebut
dapat meminta dispensasi usia perkawinan terlebih dahulu ke pengadilan.
Bagi vang beragama Islam di Pengadilan Agama sedangkan yang non Islam
di Pengadilan Negeri. Dispensasi tersebut dilakukan guna memperoleh
syarat yang tidak terpenuhi untuk melangsungkan permikahan yakm
kurangnya umur pernikahan_’

Dispensasi pernikahan merupakan salah satu kewenangan absolute

4

Pengadilan Agama.” Sehingga pengadilan agama berhak untuk

mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi pernikahan yang

? “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan™ (t.t.).

3 Yosmar Wungow, Josepus J Pinori, dan Nixon Wulur, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di
Bawah Umur Tinjauan Dari Uu No. 16 Tahun 2019." LEX ADMINISTRATUM 10, no. 2 (2022),
https://ejournal unsrat. ac.id/v3/index. php/administratum/article/view/404 73,

* M. Khoirur Rofig, Hukum Acara Peradilan Agama (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022),
21.



diajukan oleh masyarakat, tentunya dengan berbagai pertimbangan dan
ketentuan yang terdapat didalam undang-undang. Seperti halnya Pengadilan
Agama Magetan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara dispensasi pernikahan ditingkat pertama bag
masyarakat Kabupaten Magetan. Hasil rekap data jumlah perkara dispensasi
nikah tahun 2022 di Pengadilan Agama Magetan mencapai 107
permohonan, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 94 permohonan
dispensasi pernikahan, sehingga terjadi penurunan jumlah permohonan
dispensasi pernikahan sepanjang tahun 2023.° Banyaknya permohonan
dispensasi nikah vang diajukan oleh masyarakat di Kabupaten Magetan
dengan alasan ekonomi, putus sekolah dan pergaulan bebas. Sehingga
banyak permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan.®

Secara garis besar terdapat dua jenis perkara yang dapat diajukan di
pengadilan agama yakni perkara veluntair (Permohonan) dan perkara
contensius (Gugatan). Sedangkan proses pemeriksaan perkara dalam sidang
peradilan agama yakni Upaya perdamaian, Pembacaan permohonan atau
gugatan, Jawaban Termohon atau Tergugat, Replik Pemohon atau
Penggugat, Duphik  Termohon  atau  Tergugat, Pembuktian

(Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat), Kesimpulan

* Pengadilan Agama Magetan, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara,” diakses 24 November 2023,
https://sipp.pa-magetan. go.id/index. php/detil _perkara.

5 Hengky Ristanto, “Ratusan Pelajar di Magetan Ajukan Dispensasi Kawin, 18 Diantaranva Usia SD
- Radar Madiun,” Ratusan Pelajar di Magetan Ajukan Dispensasi Kawin, 18 Diantaranya Usia SD -
Radar Madiun, 10 Januan 2023, httpsy//radarmadiun.jawapos.com/magetan/80 1220800/ratusan-
pelajar-di-magetan-ajukan-dispensasi-kawin- 1 8-diantaranya-usia-sd.



(Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat), Musyawarah Majelis dan
Pembacaan Putusan/Penetapan. '

Dalam praktinya terjadi situasi di mana dua perkara permohonan
diajukan dan diadili secara bersamaan dalam satu persidangan di Pengadilan
Agama. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Magetan yang
menyelesaikan dua perkara permohonan dispensasi nikah dalam satu
persidangan. Misalnya perkara No. 65/Pdt.P/2022/PA Mgt dengan No.
66/Pdt.P/2022/PA Mgt dan No. 176/Pdt.P/2022/PA Mgt dengan No.
177/Pdt.P/2022/PA.Mgt." Kedua perkara tersebut diperiksa, diputus dan
diselesaikan dalam satu persidangan dengan nomor perkara yang berbeda.
Hal ini dikarenakan keduanya merupakan calon pasangan suami dan isteri
yang memiliki tujuan yvang sama yakni memperoleh dispensasi permkahan
dan Pengadilan Agama Magetan karena usia dan kedua calon suami dan
1steri kurang dari 19 tahun, sehingga dapat dikatakan para pihak dari kedua
perkara tersebut sama.

Praktik hukum acara peradilan agama vang memeriksa dua
permohonan dispensasi mkah dalam satu persidangan memmbulkan
berbagai tantangan dan pertanyaan yang relevan. Hal im1 dikarenakan
berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 8 hanya

menyebutkan apabila kedua calon pengantin berada dibawah usia

? Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 61.
® Magetan, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara.”



pernikahan maka pengajuan dispensasi pernikahan diajukan di Pengadilan
yang sama sesual dengan domisili salah satu orang tua calon suami atau
isteri.” Dalam pasal tersebut tidak menjelaskan tentang bolehnya
penggabungan pemeriksaan dua perkara dispensasi pernikahan. Sehingga
pentingnya pengaturan yang efisien dan adil dalam situasi semacam ini
tidak dapat diabaikan. Berangkat dari latar belakang diatas peneliti tertarik
untuk melakukan peneliian pemeriksaan dua perkara dispensasi nikah
dalam satu persidangan yang menjadi fokus penelitain ini.
B. Batasan Masalah
Adapun batasan masalah yang dikaji di dalam penehtian 1m berfokus

pada pemeriksaan persidangan dua perkara dispensasi nikah dalam satu

persidangan di Pengadilan Agama Magetan.

C. Rumusan Masalah

Pembahasan dari penelitian ini 1alah sebagai berikut:

I. Bagaimana mekanisme pemeriksaan dua perkara permohonan
dispensasi mikah dalam Satu Persidangan di Pengadilan Agama
Magetan?

2. Bagaimana pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi nikah
dalam satu persidangan ditinjau dari hukum acara peradilan agama?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

9 “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin™ (2019),



Untuk mendeskripsikan mekanisme pemeriksaan dua perkara
permchonan dispensasi nikah dalam Satu Persidangan di Pengadilan
Agama Magetan.

Untuk menganalisis pelaksanaan hukum acara pada dua perkara
permohonan dispensasi nikah dalam satu persidangan ditinjau dar

hukum acara peradilan agama

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap dapat memberikan beberapa manfaat secara

teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

l.

Teoritis

a) Diharapkan dalam penulisan ini mampu memberikan wawasan,
pengetahuan serta pengalaman bagi penulis dan pembaca mengena
pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi nikah dalam satu
persidangan.

b) Dhharapkan bisa menjadi salah satu rujukan bagi penuhis selanjutnya
dengan objek penelitian yang berkaitan dengan pemeriksaan dua

perkara permohonan dispensasi nikah dalam satu persidangan.

2. Praktis

a) Penelitian ini dapat menjadi sebuah karya tulis yang bisa jadi
referens1 bagi para civitas akadenuk di Unmiversitas Islam Negen
Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah
mengenai pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi nikah

dalam satu persidangan. Dengan demikian, penelitian 1m



diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi
perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di Indonesia.
b) Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk menempuh

gelar Sarjana Hukum.

F. Definisi Operasional
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna serta
maksud dan tujuan yang akan ditellii oleh penulis, maka benkut akan
ditampilkan definisi operasional dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perkara permohonan ialah suatu bentuk surat yang diajukan ke
Pengadilan dan mengandung tuntutan hak perdata dan pihak yang
memiliki kepentingan terkait suatu hal tanpa adanya sengketa dengan
pihak lain.""

2. Dispensasi Nikah ialah izin khusus atau keringanan yvang diberikan oleh
Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai usia
cukup menurut undang-undang yakm 19 tahun untuk melangsungkan
pernikahan."’

3. Satu persidangan 1alah proses memeriksa, mengadih dan menyelesamkan
dua perkara permohonan dalam satu majelis hakim, satu ruang sidang

dan satu waktu secara bersamaan.

10 Rofig. Hukum Acara Peradilan Agama, 123,
1 Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, “Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam,”
Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 1 (2020): 44,



4. Pengadilan Agama Magetan merupakan Pengadilan Agama tingkat
pertama kelas 1B vang berada di Kabupaten Magetan dan dibawah

yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

(. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan. Bab ini1 terdiri dann beberapa sub bagian, yaitu latar
belakang masalah kenapa penulis mengambil penelitian
“Pemeriksaan Dua Perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam
Satu Persidangan di Pengadilan Agama Magetan™ Kemudian
rumusan masalah yang berisi tiga rumusan setelah itu tujuan
penelitian, dan yang terakhir manfaat penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka. Bagian ini terdiri dari Tinjauan Pustaka, yang
mana sub bagian 1mm terdapat suatu penehtian terdahulu dan
kerangka teori/landasan teori serta informasi tentang sebuah
penelitian yang dilakukan dari penelitian terdahulu. Dalam
penelitian terdahulsu im1 ada enam hasil peneliian, yang mana dan
enam hasil penelitian terdahulu ini memiliki sebuah keterkaitan
dengan sebuah masalah penehitian yvang memuliki tujuan untuk
menghindari terjadinya duplikasi. Selain itu, penelitian terdahulu
ini digunakan untuk menunjukan keorisinilan penelitian dan dapat
membuktikan  sebuah  perbedaannya dengan penelitian
sebelumnya. Selanjutnya berisi kajian pustaka dan kajian teori
berisi konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian

dan analisis masalah.



BAB III: Metode Penelitian. Dalam bab ini akan dijabarkan semua metode
penelitian vang penulis gunakan. Mulai Jenis penelitin yang mana
peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, kemudian
pendekatan penelitian, kemudian jems dan sumber data, metode
pengumpulan data hingga metode pengelolahan data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bagian ini akan membahas
hasil penelitian dan1 “Pemeriksaan Dua Perkara Permohonan
Dispensasi Nikah dalam Satu Persidangan di Pengadilan Agama
Magetan™. Pada hasil penelitian tersebut, dijelaskan juga
metodologl penelitian, mulai darnn menganalisa data, baik data
primer, sekunder maupun data tersier untuk menjawab rumusan
masalah yang telah ditetapkan.

BAB V: Penutup. Pada bagian akhir ini berisi kesimpulan dan saran. Pada
bagian imi kesimpulan didapatkan dari sebuah ringkasan
penelinan yvang telah dilakukan, ndak lain adalah jawaban dan
sebuah rumusan masalah yang telah ditetapkan. Isi dari
kesimpulan 11 harus mampu menjawab rumusan masalah vang
telah ditetapkan sebelumnya. Saran merupakan sebuah usulan
atau sebuah pemecahan masalah untuk sebuah pihak tertentu agar
pihak yang berwenang dalam masalah vyang ditehin akan
melakukan penegakan yang adil dan menjunjung tinggi
kesejahteraan masyarakat. Isi dari saran dapat dihubungkan

dengan manfaat penelitian vang sudah ditulis.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan adanya penelitian terdahulu ialah untuk mengidentifikasi
perbedaan atau kesamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian
sebelumnya. Tidak hanya itu penelitian ini diadakan sebagai pelengkap
terhadap penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian sebelumnya berperan
sebagai dasar dan referensi utama untuk membandingkan pola penelitian
101.

Penelitian vang dilakukan oleh Roza Himawan, Jurusan Hukum
Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas [slam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, 2023 dalam skripsinya berjudul “Metode Hakim
Pengadilan Agama Jember Dalam Penentuan Grade Dispensasi Kawin™,
Hasil dan penehtian mmi menunjukan bahwa dengan adanya grade dapat
memudahkan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin selain itu
juga memberikan panduan dan pengetahuan klien mengenai batas minimal
perkawinan. Adapun dampak adanya grade di Pengadilan Agama Jember
menjadikan hakim lebih ketat dan selektif dalam memeriksa permohonan
dispensasi perkawinan selain itu juga menekan laju pemingkatan permkahan
dini dan juga dapat mempengaruhi kedewasaan anak serta kesiapan anak

dalam pernikahan.'?

12 Roza Himawan, “Metode Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Penentuan Grade Dispensasi
Kawin” (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023)

10



11

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abu Tolhah, Jurusan
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021 dalam skripsinya berjudul
“Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan™,
Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya beberapa faktor yang
menyebabkan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta
Selatan yakm faktor agama, faktor ekonomi dan juga faktor hamil diluar
nikah. Adapun dampak yuridis dan sosiologis pemberian dispensasi nikah
menyebabkan terjadinya peningkatan kesadaran hukum yang harus ditaati
masyarakat terhadap aturan yang ada. Pertimbangan hakim dalam mengadili
permohonan dispensasi nikah ialah Perma No 5 Tahun 2019 dan juga
persiapan orang tua dan anak yang hendak menikah.'

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmat Saripudin, Program Studi
Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan
Maulana Hasanuddin Banten, 2019 dalam skripsinya berjudul “Dispensasi
Nikah Apak D1 Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama
Pandeglang Nomor 33/Pdt.P/2017)”. Hasil dari penelitian ini menunjukan
faktor penyebab perkawinan dibawah umur yang terjadi di Pandeglang
dipengaruhi oleh faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor biologis.
Sedangkan urutan pengajuan permohonan dispensasi mkah di Pengadilan

Agama Pandeglang secara berturut yaitu; Meja I, Kasir, Meja Il, Ketua

* Muhamad Abu Tolhah, “Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan™

(B.5S.

thesis, Fakultas Syanah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021),

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/1 23456789/56533.
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Pengadilan Agama, Majelis Hakim, Panitera, Meja Il dan Panitera Muda.
Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam
mengabulkan perkara No.33/Pdt.P/2017 salah satunya menggunakan
saddzu adz-dzanat yaitu upaya vang dilakukan untuk menutup pintu
kemungkaran yang mungkin disebabkan dari berpacaran yang begitu lama
dan seringnya bersama, hal ini ditakutkan dapat menimbulkan adanya
perbuatan yvang dilarang oleh syara’. '

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad ali dalam jurnalnya
berjudul “Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) di
Pengadilan Agama”, dipublikasikan oleh ADHAPER: Jurnal Hukum Acara
Perdata, vol 3, no 4 tahun 2018. Hasil dan penelitian in1 menunjukan bahwa
gugatan gabungan antara perceraian dengan tuntutan pembagian harta
bersama yang selama ini dianggap sesuai dengan penerapan asas peradilan
sederhana, cepat dan biaya nngan, faktanya justru menjadi pemeriksaan
perkara yang berlarut serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini
dikarenakan dalam kasus perceraan meskipun kedua pihak tidak keberatan
atas putusnya perkawinan tetapi di sisi yang lain justru muncul persoalan
ketidaksefahaman soal pembagian harta bersama. Sehingga putusan

perceraian yang meskipun telah dijatuhkan tetapr tidak dapat dieksekusi

14 Rohmat Saripudin, “Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan
Agama Pandeglang Nomor 33/Pdt. P/2017)7 (PhD Thesis, UIN SMH BANTEN, 2019),
http://repository.uinbanten.ac.ad/4 182/,
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seketika karena masih ada upaya hukum terhadap pembagian harta
bersama.'”

Penelitian yang dilakukan oleh Alberto Rischi Putra Bana dan |
Gede Artha dalam jurnalnya yang berjudul “Konteks Sederhana Dan Cepat
Sebagai Bagian Dari Asas Trilogi Peradilan Dalam Pengajuan Perkara
Kumulasi Objektif I Pengadlan Agama”, dipublikasikan oleh Kertha
Wicara, volume 8, tahun 2019. Hasil dan penelitan im1 menunjukan
bahwasanya gugatan komulasi menjadikan proses beracara rumit dan
lambat dikarenakan adanya perbedaan peraturan hukum dan alat bukti yang
kurang khususnya dalam komulasi antara perkara perceraian dan pembagian
harta bersama. Apabila salah satu gugatan komulatif tidak diterima maa
secara otomatis gugatan vang satunya juga tidak diternma hal 1mm
dikarenakan gugatan komulatif bersifat gugatan accesoir atau gugatam
tambahan yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan pokok.'”

Penelitian yang dilakukan oleh Syeh Sanp Hadaivatullah dan Nurul
Huda dalam jurnalnya yang berjudul “Praktek Hukum Acara Dispensasi
Kawin”, dipublikasikan oleh ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,
volume 12, tahun 2020. Hasil dan penelitian ini membahas mengenai tata

cara pengajuan dispensasi kawin oleh pemohon dengan beberapa ketentuan

> Moh Ali, “Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pengajuan Gugatan
Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) di Pengadilan Agama,” ADHAPER: Jurmal Hukum
Acara Perdata 3. no. 2 (2018): 261-75.

** Alberto Rischi Puira Bana dan 1. Gede Artha, “Konieks Sederhana Dan Cepat Sebagai Bagian
Dari Asas Trilogi Peradilan Dalam Pengajuan Perkara Kumulasi Objektif Di Pengadlan Agama,™
Kertha Wicara 3 (2019),
https://ojs.unud.ac.id/index. php/kerthawicara/article/download/46761/28203,



[+

yvang harus ada didalam surat permohonan kemudian syarat-syarat

administrasi yang harus dipenuhi. Selain itu penelitian ini juga membahas

tentang proses pemeriksaan dispensasi kawin yang sesuai dengan Perma

No 5 tahun 2019 dan juga pertimbangan hukum penetapan dispensasi kawin

oleh hakim."’
Tabel 2.1
Penelitain Terdahulu
No Nama Judul Persamaan Perbedaan
1. | Roza Homawan | Metode Hakim | Membahas tema yang | Lokasi penelitian di
Pengadilan  Agama | sama yakni mengenal | Pengadilan Agama
Jember Dalam | dispensasi nikah | Jember sedangkan
Penentuan Grade | dipengadilan agama | penelitian ini
Dispensasi Kawin dan juga | dilakukan di
menggunakan  jenis | Pengadilan Agama
penelitain yang sama | Magetan, Fokus
yakni penelitian | pembahasan

hukum empiris

mengenai penentuan
grade pada perkara

dispensasi nikah
sedangkan fokus
pembahasan  pada
penelitian ini adalah
pemeriksaan  dua
perkara  dispensasi
nikah dalam satu

persidangan
2. | Muhammad Permohonan Membahas tema yang | Lokasi di pengadilan
Abu Tolhah Dispensasi Nikah di | sama yakni mengenal | Agama Jakarta
Pengadilan  Agama | permohonan Selatan sedangkan
Jakarta Selatan dispensasi mikah di | penelitian imi di
Pengadilan  Agama | Pengadilan Agama
dan proses beracara | Magetan, fokus

permohonan pembahasanya

dispensasi nikah di | tentang Faktor

Pengadilan Agama pengajuan
dispensasi nikah,

17 Syeh Sarip Hadaiyatullah dan Nurul Huda, “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin,” ASAS:

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 12, no. 01 (2020): 150-66.




dampak pemberian
dispensasi nikah dan
perimbangan hakim
Pengadilan Agama

Jakarta Selatan
dalam memutus
perkara  dispensasi
nikah sedangkan
penelitian 1 tdak
membahas  hal-hal
tersebut melainkan
pemeriksaan dua
perkara  dispensasi
nmkah dalam satu
persidangan
3. | Rohmat Dispensasi Nikah | Membahas mengenai | Fokus pembahasan
Saripudin Anak D1 Bawah Umur | prosedur beracara | mengenai  analisis
(Analisis Putusan | permohonan putusan sedangkan
Pengadilan  Agama | dispensasi nikah di | penelitian ini tidak
Pandeglang Nomor | Pengadilan Agama menyertakan
33/Pdt.P/2017) putusan pengadilan
agama,
menggunakan
metode  penelitian
hukum normatif
sedangkan
penelitian 1ni
menggunakan
metode  penelitian
hukum empiris
4 | Mohammad Ali | Menakar Asas | Membahas mengenai | Fokus pembahasan
Peradilan Sederhana, | dua perkara vang | mengenanr  gugatan
Cepat dan Biaya | diselesaiakan dengan | percerman dengan
Ringan dalam | satu persidangan harta bersama
Pengajuan  Gugatan sedangkan
Kumulasi penelitian ini
(Samenvoeging Van berfokus pada dua
Vordering) di perkara permohonan
Pengadilan Agama dispensasi nikah
dalam satu
persidangan
5 | Alberto Rischi | Konteks Sederhana | Membahas mengenai | Fokus pembahasan
Putra Banadan I | Dan Cepat Sebagai | dua perkara vyang | mengenai penerapan
Gede Artha Bagian Dari  Asas | diselesaiakan dengan | asas sederhana dan
Trnlogi Peradilan | satu persidangan cepat pada gugatan
Dalam Pengajuan komulatif sedangkan
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Perkara Kumulasi penelitian ini
Objekuf Di berfokus pada dua
Pengadlan Agama perkara permohonan
dispensasi nikah
dalam satu

persidangan ditinjau
dari Hukum Acara

Peradilan Agama

Syeh

Hadaiyatullah
dan Nurul Huda

Praktek Hukum Acara
Dispensasi Kawin

Membahas mengenai
proses  pemeriksaan
dispensasi nikah

Sarip
metode

metode
Empiris

Menggunakan

penelitan

normatif sedangkan
penelitian I
menggunakan

1mni

penelitian

B. Kerangka Teori

&

Dispensasi Pernikahan

Istilah dispensasi pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia mempunyai arti izin untuk melepaskan diri dari suatu aturan
atau larangan. Dengan Kkata lain, dispensasi perkawinan adalah
pengecualian terhadap larangan atau kewapban tertentu sehingga

15 Peraturan

menjadi dapat dilakukan atau dijalankan.”® Menurut
Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 memberikan definmisi dispensasi
pernikahan adalah pembenan izin kawin oleh pengadilan kepada calon
suami/istenn yang belum berusian 19 tahun untuk melangsungkan
perkawinan.'” Menurut Roihan Rasyid, dispensasi perkawinan adalah

izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin

18 Hidavatulloh dan Janah, “Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam.” 44.

19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin.
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yang belum mencapai batas usia untuk menikah, yaitu bagi pria yang
belum mencapai usia 19 tahun dan perempuan yang belum mencapai
usia 16 tahun.™

Dasar hukum dispensast mikah terdapat pada Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan pasal 7 yang menyebutkan:”'

(1) Perkawinan hanya duzinkan apabila pria dan wanita sudah
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria
dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi
kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak diserta
bukti-bukti pendukung yang cukup.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat
kedua belah calon mempelai vang akan melangsungkan
perkawinan.

D1 dalam UU 16 tahun 2019 tentang perubahan dan UU 1 tahun 1974
tentang perkawinan telah menyebutkan secara jelas bahwa usia minimal
bagi pria dan wanita yang ingin menikah adalah 19 tahun. Secara ndak
langsung pemerintah melarang melakukan pernikahan dini atau
pernikahan dibawah umur 19 kecuah dengan alasan yang mendesak
maksudnya 1alah keadaan tidak ada pilihan lain kecuali melangsungkan

pernikahan maka orang tua dari mempelai tersebut boleh mengajukan

dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama setempat.

20 Muhammad Igbal dan Rabiah Rabiah, “Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah
Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh),” El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
3, no. 1 (2020): 103.

# Pasal 7 “Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan™ (t.1.)
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Persyaratan ini juga ditegaskan dalam Pasal 15 ayat 1 Kompilasi
Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat
dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang telah
ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakm
calon suami dan ister1 setidaknya berusia 19 tahun. Dalam pasal dan
ketentuan tersebut terdapat beberapa prinsip yang bertujuan untuk
menjamin tujuan mulia perkawinan, seperti prinsip sukarela, partisipasi
keluarga, dan kedewasaan calon mempelai (baik secara fisik maupun
mental). Kedewasaan fisik dan mental kedua calon mempelai menjadi
hal yang sangat penting karena dalam pernikahan, kematangan dan
tanggung jawab yang besar sangat dibutuhkan untuk membentuk sebuah
keluarga.” Hal ini karena pembentukan keluarga sakinah hanya bisa
tercapal jika suami dan istenn saling berkolaborasi, saling mendukung,
dan menghadapi tantangan bersama dalam hubungan yang seimbang,
adil, dan simetris. Dengan demikian, tidak ada dominasi atau penindasan
dari salah satu pihak, yang bisa berujung pada kekerasan baik dari suami
maupun isteri.*’

Dalam hal tata cara pengajuan permohonan dispensasi pernikahan di
Pengadilan Agama, Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadih Permohonan

#* Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum
Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaitk Anak Melalmi Putusan Hakim,” Al-Ahwal: Jurnal
Hukum Keluarga Islam 14, no. 1 (2021): 90.

2 Umi Sumbulah Fanidatul Jannah, “Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga
pada masvarakat Madura (perspektif hukum dan gender),” Egalita, 2012, 88, http://ejournal uin-
malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/2113.
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Dispensasi Kawin yang mengatur secara rinci mengenai asas-asas yang

harus diperhatikan dalam pemeriksaan perkara dispensasi, termasuk

mengenai syarat apa saja yang harus dilengkapi, dan siapa saja yang

dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan

setempat. Sehingga menurut ketentuan peraturan tersebut pihak vang

memiliki hak untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan

adalah orang tua dan anak vang diminta dispensasi tersebut. Dalam

konteks ini, orang tua yang dimaksud adalah ayah dan ibu kandung dari

anak tersebut.”® Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi

pada saat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan

Agama ialah sebagai berikut: ™

a. Surat Permohanan;

b. Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali;

c. Fotokopi kartu keluarga;

d. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau
akta kelahiran anak;

e. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau
akta kelahiran calon suami atau isteri; dan

f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan

masih sekolah dan sekolah anak.

24 Pasal 6 ayat 1 “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin™ (2019).
25 Hadaivatullah dan Huda. “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin,” 156-57.
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g. Surat keterangan dari tenaga kesehatan (dokter atau bidan) yang
mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut
sangat mendesak untu dilaksanakan.

h. Surat pernyataan komitmen orang tua anak menegaskan bahwa
orang tua bersedia ikut bertanggung jawab atas masalah ekonomi,

sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

2. Perkara dalam Peradilan Agama

Istilah perkara dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa makna,
di antaranya a) Hal, urusan, atau pokok yang harus dikerjakan b)
Peristiwa atau kejadian dan c¢) Perbuatan yang merupakan pelanggaran
atau perselisihan. Dalam konteks pembahasan ini, makna yang paling
relevan adalah vang Kketiga, yaitu perbuatan vyang merupakan
pelanggaran atau perselisihan.”® Sebagai lembaga peradilan khusus,
Pengadilan Agama memuliki tugas dan kewenangan tertentu sesuai
dengan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama,
yang telah mengalami perubahan dan penambahan melalui UU Nomor
3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009.” Pasal tersebut
menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab dan
wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-
perkara di tingkat pertama yang mehbatkan individu vang beragama

Islam, khususnya dalam bidang a). Perkawinan, b). Waris, c¢). Wasiat,

26 Rofig, Hukum Acara Peradilan Agama, 78,
7 Pasal 49 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama™ (2006)
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d). Hibah, e). Wakaf, f). Zakat, g). Infag, h). Sedekah, dan j). Ekonomi
syariah
Secara garis besar terdapat dua jenis perkara yang diselesaikan di
lingkungan Peradilan Agama yakm sebagai benkut:
a. Perkara Voluntair (permohonan)
Perkara voluntair merupakan jenis perkara yang bersifat
permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain, sehingga
didalamnya tidak ada sengketa.”® Produk dari perkara voluntair
adalah Penetapan, yang diberi tanda Nomor Perkara P. Sebagai
contoh, Nomor Perkara dapat ditunjukkan seperti Ini:
67/Pdt.P/2022/PA Mgt. Namun, dalam perkara permohonan
ikrar talak dan permohonan 1zin beristeni lelnh dan satu orang,
Nomor Perkara diben tanda G. Hal im1 dikarenakan kedua jenis
permohonan tersebut diklasifikasikan sebagai perkara gugatan
karena melibatkan pihak Termohon, yaitu Istenn yang akan
dicerai atau akan dimadu. Dengan demikian, Nomor Perkara
untuk  kasus semacam 1m  akan terhhat  seperti:
24/Pdt.G/2023/PA Mgt. Dalam perkara voluntair, hanya
terdapat pihak pemohon saja, dan kemungkinan terdapat pihak
lain adalah pemohon I, pemohon II, pemohon III, dan

seterusnya.”” Terdapat beberapa perkara voluntair yang dapat

28 Laila M Rasyid dan Herinawati, Pengantar Hukum Acara Perdata (Lhokseumawe: Unimal Press,
2015), 21.

23 Aah Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam
Risalah Qadha Umar Bin Khattab (Depok: Rajawah Pers, 2019), 47.
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diajukan di Pengadilan Agama diantaranya 1alah Permohonana
dispensasi kawin, Permohonan izin beristeri lebih dar satu
orang, Permohonan penetapan pengangkatan anak, Permohonan
penetapan asal-usul anak dan Permohonan penetapan ahh wans.
b. Perkara Contensius (gugatan)
Perkara contensius adalah suatu perselisihan hukum di mana
terdapat sengketa antara para pihak sehingga terdapat pihak
lawan. Pihak vang mengajukan gugatan dikenal sebagai
Penggugat, sementara pihak yang digugat disebut Tergugat. Jika
terdapat lebih dari satu pihak yang mengajukan gugatan, mereka
akan dikenal sebagai Penggugat I, Penggugat I1, dan seterusnya.
Demikian pula untuk pihak yang digugat, jika terdapat lebih dan
satu orang, mereka akan disebut Tergugat I, Tergugat II, dan
seterusnya.” Selain itu terkadang juga terdapat pihak Turut
Tergugat, vang merupakan pihak yang tidak secara langsung
digugat tetapi memiliki kepentingan dalam objek yang
disengketakan. Sebagai contoh, dalam perkara wans atau hibah,
pihak yang memiliki kepemilikan atas objek vang disengketakan
disebut Tergugat, sementara pihak yang tidak memiliki
kepemilikan langsung atas objek vang disengketakan tetapi

memiliki hak atasnya dan tidak ingin menjadi Penggugat, akan

* Erfaniah Zuhrigh dan Miftahuddin Azmi, “Model Small Claim Court Sebagai Alternatif
Penvelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektf Teori Keadilan John Rawls,” De Jure: Jurnal
Hukum dan Svar’iah 11, no. 2 (31 Desember 2019): 133, https://doi.org/10. 18860/j-fsh.v11i2.6580.
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menjadi Turut Tergugat. Hal imi karena semua pihak yang
diduga memiliki hak atas objek yang disengketakan harus
menjadi pihak dalam perkara tersebut.’! Terdapat beberapa
perkara contensius yang dapat diajukan di Pengadilan Agama
diantaranya 1alah Gugutan peceraian, Gugatan waris, Gugatan
hak asuh anak, Gugatan nafkah dan Gugatan yang berkaitan

dengan ekonomu syanah;

3. Hukum Acara Peradilan Agama dan Proses Berperkara di Pengadilan

Agama

Hukum Acara Peradilan Agama dapat difahami sebagai serangkaian
peraturan yang menguraikan prosedur di Pengadilan Agama dan
petunjuk mengenal indakan yang harus diambil oleh Pengadilan Agama
bersama para pihak guna menjamin pelaksanaan hukum perdata Islam
secara substansial di dalam lingkungan Peradilan Agama.** Sedangkan
sumber dari Hukum Acara Peradilan Agama sendin menurut Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan
bahwa “Hukum acara vang berlaku di pengadilan pada lingkungan
Peradilan Agama adalah lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang

-5 33

telah diatur secara khusus di dalam undang-undang 1m1”."" Sehingga

sumber Hukum Acara Peradilan Agama ialah: HIR (Het Herziene

31 Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam
Risalah Qadha Umar Bin Khattab, 48.

*2 Rofiq, Hukum Acara Peradilan Agama, 8.

33 Pasal 54 “Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama™ (1989).
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Inlandsche Reglement), RBg (Reglement Buitengewesten, Staatsblad
1927 Nomor 227), Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering),
BW (Burgerlijke Wethoek), WvK (Wethoek van Koophandel), Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Undang-
Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Peraturan Pemenntah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung, Undang-
Undang Tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1
Tahun 1991 Tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum
Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA), Yurisprudensi dan Kitab Fikih.*
Asas-asas yang diterapkan dalam Hukum Acara Peradilan Agama
sama dengan asas-asas vang digunakan dalam hukum acara perdata
umum, akan tetapi asas-asas hukum acara Peradilan Agama dilengkapi
dengan prinsip-prinsip yvang tercantum dalam dasar Peradilan Agama,
yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bersama dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009. Hal mm dikarenakan sumber hukum dalam Hukum Acara

Peradilan Agama mengikuti pedoman yang serupa dengan hukum acara

perdata umum, ditambah dengan ketentuan-ketentuan yang spesifik

* Rofiq, Hukum Acara Peradilan Agama, 32-37.



untuk peradilan agama.*® Berikut merupakan asas-asas umum di dalam
Peradilan Agama:
a) Asas Bebas dan Merdeka

Maksudnya adalah hakim harus memihki kebebasan dalam
menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Ini berarti hakim harus dapat bekerja tanpa campur tangan dari
kekuasaan negara, baik dan badan eksekutif maupun badan
legislatif. Mereka juga harus bebas dari tekanan atau pengaruh
dari pihak luar. Hakim harus bertindak berdasarkan nurani yang
kuat untuk menjalankan fungsi peradilan sesuai dengan prinsip-
prinsip the rule of law. Selain itu, segala campur tangan dalam
urusan peradilan oleh pihak luar kekuasaan kehakiman harus
dilarang, kecuali jika diatur oleh undang-undang. Pasal yang
mengatur asas kebebasan hakim dalam UU UU Nomor 7 Tahun
1989 tentang Pengadilan Agama adalah Pasal 5 ayat 3, Pasal 12

ayat 2, dan Pasal 53 ayat 4 dan Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004.

b) Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan
kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lembaga

peradilan vang berada di bawahnya, termasuk Peradilan Umum,

3 Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam
Risalah Qadha Umar Bin Khattab, 17.
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Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha
Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Semua sistem peradilan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggap sebagai
Peradilan Negara dan diatur dengan undang-undang.™
¢) Asas Ketuhanan
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Peradilan Agama,
sama seperti jenis peradilan lainnya, dalam menerapkan
hukumnya senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip hukum dan
keadilan vang berakar pada ketuhanan. Hal ini tercermin dalam
setiap putusan pengadilan yang wajib mencantumkan frase
"Demi Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa". Lebih lanjut,
dalam konteks Pengadilan Agama, putusan atau penetapannya
disertai dengan frase "Bismillahirrahmanirrahim”, sebagaimana
diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1978 tentang Peradilan Agama.
d) Asas Fleksibilitas/5ederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas fleksibilitas merupakan asas peradilan sederhana, cepat,
dan biaya ringan berdasarkan Pasal 57 ayat (3) dari Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
menekankan bahwa proses peradilan harus dilakukan dengan

sederhana, artinya jelas, mudah dimengerti, dan tidak rumit,

3 Rofiq, Hukum Acara Peradilan Agama, 51.
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serta tidak terjebak dalam formalitas yang tidak penting selama
persidangan. Cepatan dalam proses peradilan berarti hakim
harus cerdas dalam mengidentifikasi dan merumuskan inti dari
masalah yvang dihadapi, serta menggali lebih dalam melalm
bukti yang tersedia. Biaya ringan berarti bahwa biaya
pengadilan harus dihitung dengan logis, rinci, transparan, dan
harus menghilangkan biaya yang tidak perlu selain kepentingan
para pihak yang terlibat dalam perkara.”’
e) Asas Legalitas dan Persamaan

Asas legalitas juga mengandung makna sebagai asas
kesetaraan, yang mengamanatkan persamaan hak dan
kedudukan di dalam persidangan pengadilan. Hakim tidak
boleh melakukan diskriminasi, artinya mereka tidak boleh
membedakan hak dan posisi individu di pengadilan berdasarkan
status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin, budaya, dan
faktor lainnya. sas legalitas diatur di dalam Pasal 58 ayat (1)
UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun
2004, yang menegaskan bahwa pengadilan mengadili menurut

hukum dan tidak membeda-bedakan orang.

37 Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam
Risalah Qadha Umar Bin Khattab, 22-23.
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f) Asas Legitima persona Standi In Yudicio
Asas tersebut mengindikasikan bahwa setiap individu yang
terlibat secara langsung dalam suatu perkara yang
disengketakan di pengadilan harus dilibatkan sebagar pihak
dalam perkara tersebut.

o) Asas Ultra Petitum Partem
Asas 11 mengimphkasikan bahwa kewenangan hakim dalam
memutus suatu perkara dibatasi hanya pada isu-isu yang
diajukan oleh para pihak. Dengan demikian, hakim tidak dapat
mengambil keputusan yang melebihi dari apa yang diminta oleh
para pihak.*®

h) Asas Audi et Altera Partem
Hakim diwajibkan untuk menjaga kesetaraan kedudukan para
pihak yang berperkara di hadapan persidangan. Artinya,
pengadilan harus memastikan bahwa semua pihak memliki hak
yang sama di persidangan, serta diperlakukan dengan derajat
kesetaraan yvang tinggi. Prinsip im1 didasarkan pada Pasal 132 a
dan Pasal 121 ayat (2) HIR, Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 157
RBg, serta Pasal 47 Rv. Kesetaraan ini tercermin dalam
berbagar tahapan proses, pemanggilan para pihak ke ruang
sidang, kehadiran di hadapan hakim, penerimaan keterangan

dari para saksi, dan pemberian hukuman di antara para pihak.

* Rofiq, Hukum Acara Peradilan Agama, 54.
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1) Asas Unus Testis Nulus Testis
Asas ini menyiratkan bahwa keterangan dan seorang saksi saja,
tanpa adanya bukti lain yang mendukung, belum cukup untuk
mencapai standar minimal pembuktian,*”

1) Asas Actor Squatur Forum Rei
Pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa gugatan
hak di tempat tinggal tergugat, atau gugatan harus diajukan
kepada pengadilan di tempat tinggal tergugat, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 ayat 3 HIR. Namun, ada
pengecualian yvang diatur oleh Undang-Undang, seperti dalam
kasus perkara perceraian yang berada di bawah yurisdiksi
Pengadilan Agama. Dalam hal im, gugatan percerman dapat
diajukan di Pengadilan Agama di mana penggugat bertempat
tinggal, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 73
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

k) Asas Actor Squator Forum Sitae
Asas im1 mengindikasikan bahwa suatu gugatan dapat diajukan
di pengadilan di wilayah di mana benda tidak bergerak tersebut
berada atau terletak. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Pasal 118 ayat (3) HIR/Pasal 142 ayat (5)

RBg.

3 Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam
Risalah Qadha Umar Bin Khattab, 25=-26.
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1) Asas Membantu Para Pencari Keadilan

Asas ini diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004. Isinya menyatakan bahwa pengadilan bertugas

untuk memberikan bantuan kepada pencari keadilan dan

berupaya mengatasi semua hambatan serta rintangan guna

mencapal proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya

ringan.*"

Selain asas-asas umum, di dalam Hukum Acara Peradilan Agama juga

terdapat asas-asas Khusus antara lain vyakni: asas personalitas

keislaman, asas ishlah (wajib mendamaikan), asas persidangan

terbuka untuk umum, asas equality atu persamaan hak dan kewajiban

di depan hukum, asas aktif membern bantuan, asas memben bantuan
antar pengadilan.”’

Berikut merupakan alur berperkara dipengadilan agama Menurut

hukum acara yang berlaku:

a) Pra Persidangan

1) Pendaftaran perkara di Pengadilan Agama. Pihak vyang

mengajukan permohonan maupun gugatan datang ke bagian

pendaftaran perkara di Pengadilan Agama, untuk menyatakan

niatnya mengajukan gugatan atau permohonan. Gugatan atau

0 Rofig. Hukum Acara Peradilan Agama, 56-57.
*! Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam
Risalah Qadha Umar Bin Khattab, 26=31.
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permohonan dapat diajukan melalui surat (tertulis) atau secara
lisan, atau dengan kuasa vang ditujukan kepada ketua
pengadilan Agama, disertai dengan membawa surat bukti
1dentitas din seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam hal
ini menurut pasal 56 UU No. 7 Tahun 1989 tentang pengadilan
agama menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak
untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan
dengan alasan hukum tersebut tidak jelas atau kurang jelas.?*

2) Kemudian penggugat atau pemohon membayar biaya panjar
perkara sesuai dengan SKUM dibagian kasir. Hal im1 sesuai
dengan asas beracara dikenakan biaya yang didasarkan pada
pasal 121 ayat 4 HIR dan 145 ayat 4 Rbg. Biaya perkara 1
meliputi biaya kepaniteraan dan biayva untuk panggilan,
pemberitahuan para pihak serta biaya materai.*’

3) Panmtera pendaftaran perkara menyampailkan gugatan atau
permohonan kepada bagian perkara, sehingga gugatan atau
permohonan secara resnu dapat diterima dan didaftarkan dalam
buku Register Perkara.

4) Setelah didaftar, gugatan atau permohonan diteruskan kepada
Ketua Pengadilan Agama dan diben catatan mengenal nomor,

tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya.

* Pasal 56 “Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama™ (1989).
** Umarwan Sutopo, Martha Eri Safira, dan Neneng Uswatun Khasanah, Hukum Acara Peradilan
Agama Dalam Teon dan Prakuk (Ponorogo: Nata Karya, 2021), 24.



J)

6)

7)

8)
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Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis Hakim yang
akan mengadili dan menentukan hari sidang.

Hakim ketua atau anggota majelis hakim (yang akan memeriksa
perkara) memerniksa kelengkapan surat gugatan.

Panitera memanggil penggugat dan tergugat atau pemochon
dengan membawa Surat Panggilan Sidang secara patut, dan
Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara

Persidangan.*

b. Pemeriksaan persidangan

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

Secara gans besar pemeriksaan persidangan 1alah sebagai
berikut;

Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum;

Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan memasuki
ruang sidang;

Para pihak diperiksa identitasnya, jika menggunakan jasa
advokat maka diperiksa surat kuasanya demikian pula diperiksa
surat 1jin praktik dan orgamsasi advokat;

Apabila kedua belah pihak lengkap maka dibenn kesempatan
untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai;
Ditawarkan apakah akan menggunakan mediator dari
lingkungan Pengadilan atau dari luar Pengadilan;

Apabila tdak tercapamm Kkesepakatan damai maka sidang
dilanjuntukan dengan pembacaan surat gugatan oleh
penggugat/kuasanya;

Apabila tidak ada perubahan acara selanjutnya jawaban dan
tergugat; (jawaban berisi eksepsi, bantahan, permohonan
putusan provisionil, gugatan rekonvensi);

Apabila ada gugatan rekonvensi tergugat juga berposisi sebagai
penggugat rekonvensi;

Replik dari penggugat, apabila digugat rekonvensi maka ia
berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi;

** Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia; Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama
(Malang: Setara Press, 2016), 140.
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10) Pada saat surat menyurat (jawab jinawab) ada kemungkinan
ada gugatan intervensi (voeging, vrijwaring, toesenkomst);

11) Sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela
(putusan provisionil), putusan tentang dikabulkannya eksepsi
absolut, atau ada gugat intervensi),

12) Pembuktian, dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan
saks1 kemudian dilanjuntukan dan tergugat berupa surat bukt
dan saksi;

13) Kesimpulan;

14) Musyawarah oleh Majelis Hakim (bersifat rahasia)

15) Pembacaan Putusan;®

> Sutopo, Eri Safira, dan Uswatun Khasanah, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan

Praktik, 76-78.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris,
yang mengharuskan peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan.
Penelitian hukum empiris adalah sebuah penelitian hukum yang bertujuan
untuk mengamati hukum dalam konteks nyata serta meneliti bagaimana
hukum beroperasi didalam masyarakat.*® Penelitian ini mengkaji mengenai
bagaimana Pengadilan Agama Magetan melakukan pemenksaan terhadap
dua perkara dispensasi nikah dalam satu persidangan.

Dalam penelitian hukum empiris disim data yang diperoleh
langsung dann narasumber sebagai sumber pertama dengan melalm
penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara kepada sebagian

hakim Pengadilan Agama Magetan.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
Undang-undang yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau
implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap
peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, sehingga peneliti
menganalisis pemberlakuan Hukum Acara Peradilan Agama dengan

pelaksanaan pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi nikah dalam

% Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.
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Satu Persidangan.’’ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis
terhadap permasalahan vang telah dirumuskan dengan menggabungkan
berbagai sumber data primer, sekunder maupun tersier kemudian dipadukan
dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan
pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi nikah dalam Satu

Persidangan di Pengadilan Agama Magetan.

Lokasi Penelitian

Penelitian in1 akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten
Magetan Kelas 1B yang beralamat di JI. Raya Maospati - Magetan
No.Km.06, Lumbungan, Bibis, Kec. Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa
Timur. Lokasi ini dipilih karena isu permasalahan yang menjadi fokus
penelihan berada di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan. Adapun
contoh kasusnya terdapat pada penetapan No. 65/Pdt.P/2022/PA Mgt
dengan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Mgt dan No. 176/PdtP/2022/PA.Mgt

dengan No. 177/Pdt.P/2022/PA . Mgt..

Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian in1 berasal dari data primer dan

sekunder :

*7 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditva Bakti, 2004),

134.



1. Data Primer

Data primer adalah data yvang diambil darn sumber utama yakni informan

dan informan termasuk juga ahli sebagai narasumber.®® Data yang

dihasilkan pada penehtian im berasal dan wawancara secara langsung

dengan sebagian hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magetan.

2. Data sekunder

Data skunder merupakan data tingkatan kedua setelah data primer serta data

pelengkap dari data primer.*” Dalam penelitian ini data skunder diperoleh

dari berbagai sumber yang telah ada yakni:

d.

Data statistik yang terdapat dalam laporan tahunan Pengadilan Agama
Magetan;

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang
No. | Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensas: Kawin;

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Kompilasi Hukum Islam;

8 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 89,

* Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum
(Prenada Media, 2016), 145.
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g. Hasil penelitian/Skripsi terdahulu mengenai dispensasi nikah;

h. Jurnal-jurnal hukum yang membahas dispensasi nikah;

i. Buku berjudul "Hukum Acara Peradilan Agama" vang ditulis oleh M.
Khoirur Rofig.

Data sekunder ini bertujuan untuk mendukung dan melengkapi data primer

dalam penelitian,

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti memilih metode pengumpulan data yang tepat dan relevan untuk

memastikan perolehan data yang objektif. Dalam penelitian ini

menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai metode utama

untuk mengumpulkan informasi.

1. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertemu
langsung dan melakukan tanya jawab dengan narasumber atau informan
tentang masalah yang diteliti guna mendapatkan data penelitian.™
Peneliti menggunakan metode wawancara tidak tersetruktur, dimana
peneliti hanya menulis pedoman wawancara secara garis besar saja.”’
Kemudian pertanyaan tersebut dapat berkembang pada saat proses
wawancara dengan sebagian hakim Pengadilan Agama Magetan.
Penehii menggunakan alat bantu perekam pada saat melakukan

wawancara untuk merekam apa saja yang disampaikan oleh informan

>0 Suyanto, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan

(UNIGRES PRESS, 2023), 156.
1 Sugivono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 140,
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apabila terdapat pernyataan dan penjelasan yang tidak tertulis dari

informan. Berikut merupakan pedoman wawancara:

1.

Bagaimana proses pengajuan dua perkara dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Magetan hiasanya berlangsung?

Apakah ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pihak yang
ingin memeriksa dua perkara dispensasi nikah dalam satu
persidangan’?

Bagaimana mekanisme persidangan pada penggabungan dua
perkara dispensasi nikah dalam satu persidangan?

Apakah penggabungan dua perkara dispensasi nikah dalam satu
persidangan mempengaruhi proses hukum atau keputusan akhirnya?
Apakah terdapat kebijakan atau regulasi khusus yang mengatur
penggabungan dua perkara dispensasi nikah dalam satu persidangan
di Pengadilan Agama Magetan atau di tempat lainnya?

Bagaimana dampak praktis dan penggabungan dua perkara
dispensasi nikah dalam satu persidangan terhadap waktu dan biaya

yang diperlukan oleh pihak terkait?

Adapun dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik

purposive sampling yakni teknik pengambilan sampel sumber data

kepada seseorang yang berkompeten mengenai objek penelitian.*”

2 Sugivono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2013), 218-

19.
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Tabel 3.1
Data Informan
No Nama Jabatan
1. | Drs. Sugeng, M.Hum Hakim
2. | Jazuli, § Ag, M.H Hakim

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan

penyimpanan informasi (data atau bahan hukum) yang terkait dengan

data atau arsip dua permohonan dispensasi pernikahan yvang diperiksa

dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Magetan. Dokumentasi

dilakukan baik dengan cara merekam, memotret, maupun membuat

transkrip rekaman hasil wawancara yvang bertujuan untuk menjadi data

dukung dalam penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah melalui

analisis

untuk

mendapatkan informasi yang akurat dan relevan sesuai dengan fokus

penelitian. Proses pengolahan data mehibatkan beberapa tahapan, termasuk

pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifving), verifikasi (verifying),

analisis (analyzing), dan pembuatan kesimpulan (concluding).

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Editing data merupakan proses peninjauan kembali terhadap data

yang telah diperoleh, khususnya dalam hal kelengkapan, kejelasan
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makna, kesesuaian, dan konsistensi antar elemen data.> Pada tahap
ini, penelii melakukan revisi terhadap data yang diperoleh damn
wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Magetan, melakukan
perbankan terhadap kalimat yang kurang akurat, dan menyusunnya
sesual dengan pedoman penulisan yang berlaku di Fakultas Syariah
UIN Malang.

2. Klasifikasi (Classifying)
Proses klasifikasi adalah mengelompokan data yang didapat agar
lebih mudah dalam melakukan pembacaan data agar sesuai dengan
apa yang dibutuhkan.> Dalam hal ini peneliti akan mengelompokan
data hasil wawancara berdasarkan kesamaan jawaban wawancara
dar1 para narasumber.

3. Venfhkasi (Verifving)
Verifikasi data pada penelitian ini dilakukan dengan cara
membuktikan langsung kebenaran data yang diperoleh yakni dengan
mendengarkan seluruh hasil wawancara peneliti dengan Hakim
Pengadilan Agama Magetan dan mencocokkannya dengan hasil
wawancara yang sudah di tulis oleh peneliti.

4. Analisis (Analyzing)
Analisis merupakan proses pengkajian, penyederhanaan dan

penyingkatan data yang diperoleh selama penelitian agar lebih

>3 Sheyla Nichlatus Sovia dkk., Ragam Metode Penelitian Hukum (Kediri: Lembaga Studi Hukum
Pidana, 2022), 141.
5 LKP2M, Research book for lkp2m (Malang: UIN, 2005), 50.
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mudah dibaca dan dideskripsikan. Pada tahap analisis, peneliti
menganalisis hasil wawancara dan pengamatan data dua
permohonan dispensasi pernikahan yang diperiksa dalam satu
persidangan dengan sumber hukum, baik dalam Undang-undang
Kekuasaan Kehakiman dan Hukum Acara Peradilan Agama.
Kesimpulan (Concluding).

Kesimpulan mencakup jawaban terhadap rumusan masalah,
fokusnya pada pelaksanaan hukum acara pada dua perkara
permohonan dispensasi nikah dalam satu persidangan dan tinjauan
Hukum Acara Peradilan Agama terhadap pelaksanaan hukum acara
pada dua perkara permohonan dispensasi nikah dalam satu
persidangan di Pengadilan Agama Magetan. Pada tahap mm akan

diketahui hasil dar penelitian ini.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Magetan

Sejarah Pengadilan Agama Magetan

Pengadilan Agama Magetan telah hadir secara de facto sejak
masuknya Agama Islam di Pulau Jawa, terutama setelah zaman kerajaan
Demak sekitar tahun 1600 M. Pada saat itu, masyarakat telah
mempraktikkan adat yvang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Ketika terjadi
sengketa atau perselisihan, mereka mencari penyelesaian dari pemuka
Agama Islam, seperti dalam kasus permikahan, talak, cerai, rujuk, waris,
hibah, wasiat, dan lain-lain, yang diselesaikan berdasarkan syariat
Islam. Pemerintah Belanda secara ressm mengakui keberadaan
Pengadilan Agama di Magetan berdasarkan fakta-fakta tersebut. Pada
tahun 1882, Pemerintah Belanda mengeluarkan Statsblads 1882, yang
secara formal mengakwm berdininya Pengadilan Agama Magetan. Pada
awalnya, Pengadilan Agama Magetan dipimpin oleh Raden Mochamad
Sahid, seorang Penghulu vyang diangkat oleh Residen dengan
persetujuan Raad van Justite. Pengadilan Agama Magetan berdiri secara
resmi sejak tahun 1888 dan dipimpin oleh Raden Muhammad Mashud
hingga tahun 1956. Pada masa itu, kantor Pengadilan masih berada

dalam bangunan yang merupakan bagian dari Masjid Agung Magetan,

42
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sebelum akhirnya pindah ke gedung sendiri di Jalan Basuki Rahmat No.
10, Utara Alun-Alun Kabupaten Magetan.™

Kyai Haji Chudlori menjadi Ketua Pengadilan Agama Magetan
setelah Raden Muhammad Mashud, memimpin dan tahun 1956 hingga
1984. Kemudian, Drs. Muh. Djamhur, SH, mengambil alih
kepemimpinan sebagai Ketua Pengadilan Agama Magetan ke-3 dari
tahun 1984 hingga 1990.

Drs. Nachrowi, SH, menjadi Ketua ke-4 yang memimpin
Pengadilan Agama Magetan hingga tahun 1998. Dilanjutkan oleh Drs,
H. Misro Ahmadi, SH, yang menjabat hingga tahun 2002. Kemudian,
Drs. H. Miswan, SH., MH, menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama
Magetan hingga tahun 2006. Pada masa kepemmpinannya, terjadi
peralihan pengelolaan Pengadilan Agama dan Departemen Agama ke
Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan diberlakukannya
Sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung mula 1 Aprl
2004. Dr. H. Sumasno, SH., M.Hum, kemudian menjadi Ketua ke-7
Pengadilan Agama Magetan, menmmpin selama dua tahun hingga tahun
2008. Pada masa ini, Pengadilan Agama Magetan mulai mempersiapkan
pembangunan gedung baru yang disesuaikan dengan prototipe dari
Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Pengadilan Agama kelas

]B_ﬁﬁ

>3 “Rejarah Pengadilan,” diakses 18 Apnl 2024, https://www pa-magetan.go.id/78-tentang-
pengadilan/75-sejarah-pengadilan.
56 “Sejarah Pengadilan.™
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Kemudian, Drs. H. Mas'ud menggantikan posisi sebagai Ketua
Pengadilan Agama Magetan dan melanjutkan pembangunan gedung
kantor baru. Beliau menjabat hingga tahun 2010. Dari tahun 2010
hingga 2012, kepemimpinan Pengadilan Agama Magetan dipegang oleh
Drs. H. Nono Sukarno N, SH., M.Hum. Pada akhir masa jabatannya,
pengadilan tersebut pindah ke gedung baru yang terletak di Jalan Raya
Magetan-Maospat Km. 06, sekitar 6 kilometer ke arah timur dari1 kantor
lama.

Kemudian, Drs. Tamamul Abror SH menjabat sebagai Ketua ke-
10 hingga tahun 2013, vang digantikan oleh Drs. H. Abd. Salam, SH.,
MH hingga tahun 2015. Dari tahun 2015 hingga 2019, Pengadilan
Agama Magetan dipimpin oleh Drs. Achmad Nurul Huda, MH. Pada
tahun 2017, pengadilan im memperoleh penghargaan A-Excellent dan
Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dari Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama. Namun, upaya untuk memperoleh
predikat WBK dari Kemenpan-RB pada tahun 2018 belum memenuhi
kritena.

Pada bulan Juli 2019, kepemimpinan diserahkan kepada Dr. H.
Sriyatin, SH., M.Ag., MH, yang juga melanjutkan pembangunan Zona
Integritas di Pengadilan Agama Magetan. Namun, pada bulan Maret
2020, posisinya digantikan oleh Drs. Zainal Arifin, MH, sebagai Ketua

ke-14. Tak lama setelah itu, pada bulan Agustus 2020, H. Husnul



Muhyidin, 5.Ag, Wakil Ketua Pengadilan Agama Magetan, sementara
jabatan Ketua belum terisi.

Pada bulan Februari 2021, H. Husnul Muhyidin, S.Ag resmi
dilantik sebagai Ketua Pengadilan Agama Magetan hingga bulan Juh
2021. Kemudian, pada bulan Juli 2021, Ibu. Eny Rianing Taro, S.Ag.,
M.Sy, menjadi Ketua pertama yang perempuan memimpin Pengadilan
Agama Magetan hingga bulan September 2022. Pada bulan tersebut,
Ibu. Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy digantikan oleh lbu. Yurita
Heldayanti, S.Ag., M.H yang dilantik sebagai Ketua Pengadilan Agama
Magetan pada tanggal 7 September 2022, Kemudian estafet
kepemimpinan Pengadilan Agama Magetan diteruskan oleh Makhmud,
5. Ag., MLH vang resm dilantik pada tanggal 01 Maret 2023 sampa

sekarang. *’

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Magetan
Pengadilan Agama Magetan memiliki sebuah visi dan misi. Visi dan
Pengadilan Agama Magetan vaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama
Magetan yang Agung” Kemudian misi dann Pengadilan Agama
Magetan adalah : 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama,
2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel

dan transparan, 3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan, 4)

5T “Sejarah Pengadilan.”
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Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi

masyarakat.ﬂ

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magetan
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*8 “Profile Pengadilan.” diakses 18§ April 2024, https://www_pa-magetan.go.id/tentang-
pengadian/profile-pengadilan.
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4. Letak Pengadilan Agama Magetan

a) Lokasi dan Kedudukan
Pengadilan Agama Magetan berkedudukan di Jl. Raya Maospati -
Magetan No.Km.06, Lumbungan, Bibis, Kec. 5Sukomoro,
Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

b) Letak Geografis
Kabupaten Magetan terletak di 7o 38’ 30" Lintang Selatandan 1110
20" 30" Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar,
Sebelah Utara : Kabupaten Ngawi.
Sebelah Timur : Kabupaten Madiun dan Kota Madiun
Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogin
Letak Geografis.™

c) Status Gedung
Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Magetan berdiri di atas tanah
seluas 1.539 m?2, dan memiliki gedung permanen dengan ukuran 250
m2. Pengadilan Agama Magetan diresmikan pada tanggal 11 Januari
2012 dengan persetujuan dar1t DR. H. Harifin A. Tumpa, SH.MH.

d) Wilayah Hukum
Cakupan wilayah dari Pengadilan Agama Magetan ini meliputi

seluruh wilayah Kabupaten Magetan yang terdin dan 18

59 “Sejarah Pengadilan.”
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Kecamatan, 28 Kelurahan, 207 Desa. Dengan jumlah penduduk

sebanyak 670.812.%

B. Mekanisme Pemeriksaan Dua Perkara Permohonan Dispensasi Nikah
dalam Satu Persidangan di Pengadilan Agama Magetan
Permohonan dispensasi pernikahan berbeda dengan perkara
permohonan yang lainnya hal ini dikarenakan subjek hukum perkara
dispensasi pernikahan atau pemohonnya merupakan orang tua atau wah dan
anak yang ingin melangsungkan pernikahan.®! Sehingga apabila terdapat
pasangan calon suami dan isteri vang ingin memperoleh dispensasi
pernikahan di pengadilan agama maka keduannya akan memperoleh nomor
perkara yang berbeda, dikarenakan keduannya berada dibawah asuhan
orang vang berbeda selingga mengakibatkan penisiiwa hukum yang
berbeda pula, hal ini sesuai yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan
Agama Magetan Drs. Sugeng, M.Hum
“kepentingan anak yang mau menikah dibawah usia perkawinan
dan harus mengajukan dispensasi kawin itu ada alasan-alasan atau
dalil-dalil hukum terutama mengenai peristiwa hukum vyang
dilakukan sehari-hari itu bersama siapa, seperti contoh calon suami
dibawah asuhan bapak A sedangkan calon istenn dibawah asuhan

bapak B maka keduannya mempunyai peristiwa hukum yang
berbeda, meskipun keduannya mempunyai tujuan yang sama

1 §2

yakni memperoleh dispensasi pernikahan™.

Pengadilan Agama Magetan dalam menyelesaikan permohonan 2

perkara dispensasi pernikahan yang keduannya merupakan calon suami dan

50 “Profile Pengadilan.”

5! Pasal 5 Avat | “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensas1 Kawin™ (2019).

52 Sugeng, Wawancara, (Magetan, 03 Mei 2024), t.t.
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isteri bisa diperiksa secara bersamaan oleh hakim tunggal hal m
dikarenakan apabila kedua perkara tersebut diperiksa oleh hakim yang
berbeda tidak menutup kemungkinan jika salah satu perkara tersebut
dikabulkan dan perkara vyang satunya ditolak hal 11 justru akan
menimbulkan persoalan lain dan tidak adanya kepastian hukum. Seperti
yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Magetan Drs. Sugeng,
M.Hum:

“Pada intinya dispensasi1 kawin untuk calon suami dan isteri diperiksa dalam
waktu yang bersamaan bisa diperiksa oleh hakim tunggal maka apabila

satunya dikabulkan pasti yang lainnya juga akan dikabulkan pula™.®

Adapun contoh dua perkara permohonan dispensasi permikahan
yang diperiksa dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Magetan
adalah perkara No. 65/Pdt.P/2022/PA Mgt yang diajukan oleh pemohon
yang berimsial HN binti KM Sadiran yang anaknya berimisial HA binti SW
yang berumur 17 tahun dan calon suaminya berinisial NR bin HI yang
berumur 17 tahun. Perkara tersebut diperiksa secara bersamaan dengan
perkara No. 66/Pdt.P/2022/PA. Mgt yvang diajukan oleh pemohon yang
berinisial HI bin JO yang anaknya berinisial NR bin HI dan calon isterinya
berinisial HA binti SW. Kedua perkara tersebut diajukan bersama pada
tanggal 21 Maret 2022 dan diperiksa bersama pada hari Jum’at tanggal 25

Maret 2022 pukul 09.00 WIB.

53 Sugeng, Wawancara, (Magetan, 03 Mei 2024).
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Mekanisme pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi
pernikahan  dalam  satu  persidangan di  Pengadilan Agama
Magetandisampaikan langsung oleh Hakim Pengadilan Agama Magetan
Jazuh, 5.Ag, M.H:

“mekanisme pemeriksaan itu semuanya sama sesual dengan perma
no 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan
dispensasi kawin, mekanismenya yang pertama disuruh masuk
semua kemudian dibenkan nasehat orang tua atau anak yang mau
menikah 1tu karena apabila hakim tunggal tidak memberkan
penasihatan dan itu tercatat diberita acara sidang maka
permohonan itu batal demi hukum, sebenarnya kuncinya disitu
karena asas kita itu mencegah pernikahan dini, maka hakim wajib
memberikan penasehatan mengenai apa saja akibat dari
pernikahan usia dibawah umur, setelah diberikan penasehatan,
orang tuanya disuruh keluar dulu dan dilanjutkan pemeriksaan
kepada anaknya, sebelum itu hakim tunggal mensekors
persidangan untuk melepas atribut persidangan karena anak
tersebut masith dibawah umur, Kemudian hakim menanyakan
kepada anak tersebut apakah 1mm ada unsur paksaan?, 1m
kepentingan siapa? DIl kisi-kisinya seperti itu, setelah hakim
tunggal mehhat persyaratan yang diajukan itu ada rekomendasi
dari pelaksanaan konseling, tes kesehatan dll selanjutnya
diperiksalah saksi-saksi dari pemohon, setelah itu dengan
pertimbangan jawaban dani s1 anak dan betul-betul layak maka
permohonan dapat dikabulkan kalau tidak ya ditolak™®*

Dari argumen beliau tersebut maka mekanisme pemeriksaan dua
perkara dispensasi pernikahan dalam satu persidangan di Pengadilan Agama
Magetan adalah sebagai berikut:

1. Hakim tuggal membuka persidangan
2. Panitera pengganti mempersilahkan masuk para pemohon bak
pemohon dari calon pengantin perempuan maupun calon pengantin

dari laki-laki

54 Jazuli, Wawancara, (Magetan, 03 Mei 2024), t.t.
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Ll

Kemudian hakim tunggal berusaha menasehati para pemohaon, agar

menunda pernikahan anak dari pemohon sampai anak tersebut

mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh undang-undang

perkawinan

4. Pembacaan surat permohonan

5. Panitera pengganti mempersilahkan masuk calon suami dan calon isteri
atau anak-anak dan pemohon

6. Hakim tunggal memberikan nasihat untuk calon suami dan isteri

7. Hakim tunggal memeriksa calon suami dan isteri dari para pemohon
dan menggali informasi dengan menanyakan seperti apakah ada unsur
paksaan dan juga atas kepentingan siapa dispensasi pernikahan ini

8. Hakim tunggal memenksa para pemohon sebaga orang tua calon
suami maupun isteri

9. Hakim tunggal memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan oleh
pemohon calon 1ster1 ataupun pemohon calon suami

10. Hakim tunggal memeriksa saksi-saksi dari pemohon calon isteri
kemudian setelah selesar hakim tunggal memeriksa saksi-saks: dan
pemohon calon suami

11. Hakim memberikan penetapan permohonan yang diajukan oleh

pemohon calon istert dan pemohon calon suami dengan nomor perkara

yang berbeda.

Dalam hal penetapan permohonan dua perkara dispensasi

pernikahan, hakim tunggal akan membacakan penetapan di akhir sidang
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dengan cara membaca penetapan satu per satu, misalnya permohonan yang
diajukan oleh pemohon calon pengantin perempuan dengan nomor perkara
65/P.dt.P/2022/PA. Mgt dan permochonan yang diajukan oleh pemohon
calon pengantin laki-laki dengan nomor perkara 66/P.dt.P/2022/PA.Mgt,
maka hakim tunggal akan membacakan penetpan dari pemohon perempuan
terlebih dahulu setelah selesai barulah dibacakan penetapan dari pemohon
laki-laki. Hal 1ni sesuai dengan vang disampaikan oleh Hakim Peng adilan
Agama Magetan Jazuli, S.Ag. M H:
“kalau permohonannya satu-satu maka nanti penetapannya satu satu juga”™

Jika dicermati mekanisme persidangan tersebut tidak jauh berbeda
dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama dan juga sesuai
dengan PERMA No 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan
dispensasi kawin, hanya saja pada mekanisme persidangan tersebut terdapat
penggabungan pemeriksaan antara permohonan yang diajukan oleh
pemohon calon pengantin perempuan dan pemohon calon pengantin laki-
laki. Adapun alasan penggabungan pemeriksaan dua perkara permohonan
dispensasi permikahan di Pengadilan Agama Magetan adalah untuk
mempercepat waktu dan mempersingkat proses dan juga dikarenakan
subjek hukumnya sama. Menurut Hakim Pengadilan Agama Magetan yakni
Drs. Sugeng, M.Hum mengatakan bahwa:

“sebenarnya pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi

kawin itu tidak digabung dan berdiri sendiri-sendiri dikarenakan
orangnya atau pemohonnya sama hanya itu-itu saja dan yang

55 Jazuli, Wawancara, (Magetan, 03 Mei 2024).
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berbeda hanya saksinya saja maka diperiksalah secara bersamaan
untuk mempercepat dan mempersingkat proses”.®

Hal ini juga sesuai dengan yang sampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama

Magetan Jazuh, S.Ag, M.H

“kesimpulannya apabila subjek dan objek hukumnya sama maka

pemeriksaan persidangan boleh dijadikan satu™®’

Dari pernyataan-pernyataan hakim Pengadilan Agama Magetan
tersebut sebenarnya dalam mengadih permohonan dua perkara dispensasi
pernikahan Pengadilan Agama Magetan tidak bertentangan dengan Hukum
Acara yang berlaku dan juga sudah sesuai dengan PERMA No 5 tahun
2019 tentang pedoman mengadih permohonan dispensas: kawin. Pada
hakikatnya permochonan dispensasi pernikahan itu digunakan untuk
kepentingan vang terbaik bagi anak. Oleh karena 1tu hakim tunggal dalam
memeriksa permohonan dispensasi pernikahan harus menggali informasi
sebanyak mungkin terkait kepentingan yang terbaik bagi anak sebelum

menetapkan permohonan dispensasi pernikahan.

C. Tinjanan Hukum Acara Peradilan Agama pada Pemeriksaan Dua
Perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam Satu Persidangan di
Pengadilan Agama Magetan

Dalam mengadili permohonan dispensasi pernikahan Mahkamah

Agung telah mengelvarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun

5 Sugeng, Wawancara, (Magetan, 03 Mei 2024).
57 Jazuli, Wawancara, (Magetan, 03 Mei 2024).
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2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Latar
belakang lahirmnyva PERMA tersebut dikarenakan proses mengadili
permohonan dispensasi pernikahan belum diatur secara tegas dan rinci
dalam peraturan perundang-undangan kemudian Mahkamah Agung dapat
mengatur lebih lanjut hal-hal vang diperlukan bagi kelancaran
penyelenggaraan peradilan. PERMA tersebut mengatur secara rinci
mengenal proses mengadili permohonan dispensasi pernikahan, mulai dan
persyaratan administrasi yang harus dipenuhi ketika mengajukan
permohonan dispensasi pernikahan kemudian proses pengajuan perkara dan
Juga proses pemeriksaan perkara dispensasi pernikahan oleh hakim tunggal.
Tidak hanya itu didalam PERMA tersebut juga berisi tentang upaya hukum
dan juga klasifikasi hakim vyang diperbolehkan untuk mengadih
permohonan dispensasi pernikahan.*

Sebenarnya mengenai calon suami dan isteri yang keduanya belum
mencapail usia perkawinan menurut Undang-undang dan ingin memperoleh
dispensasi pernikahan, juga telah disinggung dalam pasal 8 PERMA No 5
Tahun 2019 menyebutkan:

“Dalam hal calon suami dan ister1 berusia dibawah batas usia
perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing
calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama

sesual dengan domisihi salah satu Orang Tua’Wah calon suami
atau ister1”

Sebelum adanya PERMA No 5 tahun 2019, dispensasi pernikahan bagi

calon suami dan isteri yang berumur kurang dari 19 tahun juga telah ada

58 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin.



Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,
yang menyebutkan:
“Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon
mempelail pria dan/atau calon mempelar wanita dapat dilakukan
secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah

Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan
wanita tersebut bertempat tinggal™”

Akan tetapi dalam PERMA no 5 tahun 2019 dan juga di dalam Buku II
Mahkamah Agung tersebut hanya menegaskan apabila calon suami maupun
calon 1ster1 yang sama-sama kurang berumur 19 tahun maka pengajuan
permohonan dispensasi pernikahan boleh diajukan di pengadilan yang sama
sesuai domisili salah satu Orang Tua/Wali dari calon suami atau isteri.”
Dalam pasal tersebut tdak mengatur lebih lanjut mengenai boleh tidaknya
dua permohonan dispensasi pernikahan tersebut diperiksa secara

bersamaan.

Mengenai dispensasi pernikahan vang mana calon suami ataupun
Isteri sama-sama berusia kurang dari 19 tahun, juga telah disinggung di
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Rumusan Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar
Agama Poin | tentang hukum perkawinan hururf b, vang menyebutkan

bahwa:

5 Ibrahim Ahmad Harun, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Jakarta:
Mahkamah Agung RI, 2013), 148.

0 Pasal 8 “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin™ (2019)
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“Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih
dibawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu
permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada
pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah
satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin™
Dalam SEMA Nomor 5 tahun 2021 disebutkan secara jelas mengenai
ketentuan apabila calon suami maupun isteri kurang dari usia perkawinan
menurut Undang-undang maka boleh diajukan dalam satu permohonan dan

diajukan disalah satu pengadilan dibawah wilayah hukum domisili salah

satu anak yang dimohonkan dispensasi pernikahan.”’

Pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran
Mahkamah Agung termasuk dalam sumber Hukum Acara Peradilan
Agama.’* Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011, Peraturan Mahkamah Agung berada di luar hierarki peraturan
perundang-undangan vang ada. Akan tetapr dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2)
menjelaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung dianggap sebagai salah
satu jenis Peraturan Perundangundangan vyang berlaku dan memiliki
kekuatan hukum yang mengikat.”” Seperti halnya Peraturan Mahkamah
Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung juga mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat, menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011, mayoritas 1si ketentuan SEMA dianggap sebagai peraturan

1 “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan
Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan™ (2021).

2 Amri, Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama (Malang: CV. Literasi Nusantara Abad, 2021),
16.

# Budianto Eldist Daud Tamin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah
Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” Lex Administratum
6, no. 3 (2019): 117, hitps://ejournal unsrat.ac.id/index php/administratum/artic le/view/22740),



57

kebijakan, walaupun pembuatannya dituntut oleh Pasal 79 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985. Karenanya, SEMA termasuk dalam klasifikasi
peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
Sehubungan dengan kewenangannya, SEMA berlandaskan pada wewenang
pengaturan Mahkamah Agung, vang mencakup fungsi administratif,
pemberian nasihat, pengawasan, dan proses peradilan.” Menurut M. Yahya
Harahap, dengan berlakunya Undang-Undang Mahkamah Agung, SEMA
pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950 dan didasarkan pada landasan
hukum konstitusional. Oleh karena itu, isi dan instruksi SEMA harus

dipatuhi dan dilaksanakan oleh para hakim dan lembaga peradilan.”

Sehingga SEMA no 5 tahun 2021 dapat dijadikan landasan hukum
mengenal bolehnya memeriksa dua perkara permohonan pernikahan dalam
satu persidangan, hal ini sesuai dengan pernyatan yang sampaikan oleh

Hakim Pengadilan Agama Magetan Jazuli, S.Ag, M.H:

“orang hukum itu harus benar-benar jeli melihat isi dari sema
tersebut antara harus, boleh, dapat itu mempunyai makna yang
berbeda-beda, berhubungan di dalam sema tersebut menggunakan
kata dapat maka pengajuan dispensasi pernikahan untuk calon
suami dan isteri yang berusia kurang dari 19 tahun dapat diajukan
dengan satu permohonan dan juga dapat diajukan secara terpisah
atau sendiri-sendiri. Karena di dalam sema tersebut membolehkan
atau dapat saja digabungkan permohonannya  berarti
pemeriksaannya juga dapat digabungkan, sehingga akibat hukum
dan hubungan kausalitasnya seperti itu. Sebab suatu permohonan
itu bisa digabung antara calon pria dan wanita ini dalam satu
permohonan maka otomatis pemeriksaannya juga dapat digabung,

" Rathan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum

Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia,” Deposisi: Jurnal
Publikasi Ilmu Hukum 1. no. 4 (2023): 10.
s Santosa, Jaelani, dan Rosidin, 12.
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yang penting itu kesimpulannya subjek dan objek hukumnya
sama”’®

Menurut pernyataan diatas secara tidak langsung, melalui SEMA no 5 tahun
2021 dapat dijadikan dasar hukum mengenai kebolehan penggabungan
pemeriksaan dua perkara dispensasi pernikahan dalam satu persidangan.
Alasannya adalah adanya akibat hukum dan hubungan kausalitas pada is1
dann SEMA tersebut. Akibat hukum yang dimaksud adalah ketika dua
perkara dispensasi pernikahan antara calon suami dan isteri dapat digabung
menjadi satu permohonan maka pemeriksaan dua perkara tersebut juga
dapat digabung dalam satu persidangan oleh hakim tunggal walaupun

dengan nomor perkara yang berbeda.

Pada hukum acara peradilan agama terdapat asas sederhana, cepat
dan biaya ringan. Asas tersebut sangat relevan apabila dikaitkan dengan
praktik pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi pernikahan di
Pengadilan Agama Magetan. Maksud dari asas tersebut menurut Yahya
Harahap, konsep peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan
mengacu pada proses pemeriksaan dalam persidangan yang tidak terlalu
lama atau berlarut-larut, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam
hukum acara yang berlaku.”’ Sedangkan secara rinci maksud dari asas
tersebut adalah peradilan itu harus dilaksanakan dengan sederhana, yang

berarti transparan, mudah dimengerti, dan bebas dari kebingungan serta

6 Jazuli, Wawancara, (Magetan, (03 Mei 2024).

" Raja Thorieq Azizi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkasn Dua Saksi Sekaligus di
Persidangan,” Sakina: Journal of Family Studies 6, no. 2 (2022), http:/fur.uin-
malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1432.
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tidak terperangkap dalam formalitas yang tidak relevan dalam persidangan.
Cepat mempunyai arti cepat dalam proses pemeriksaan dan hakim harus
pintar dalam mengidentifikasi dan merumuskan pokok masalah yang
dihadapi, kemudian menvyelidiki lebih lanjut dengan menggunakan bukti-
bukti yang tersedia. Biaya yang ringan memiliki arti pada perlunya
pengadilan mempertimbangkan secara logis, terperinci, dan transparan
dalam menetapkan biaya, serta menghapuskan biaya-biaya vang tdak

relevan bagi kepentingan para pihak yang bersengketa.”

Apabila praknk pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi
pernikahan di Pengadilan Agama Magetan tersebut di tinjau dari asas
peradilan sederhana, cepat dan biaya nngan, maka dapat dianahisis sebagai

berikut:

1. Asas sederhana
Pada praktik pemeriksaan dua perkara dispensasi pernikahan dalam satu
persidangan di Pengadilan Agama Magetan tersebut telah sesuai dengan
asas sederhana, hal ini dikarenakan pada proses pemeriksaan, hakim
tunggal memeriksa pemohon, anak yang dimohonkan, orang tua calon
pengantin perempuan atau laki-laki dan saksi-saksi dengan proses yang
sederhana dan mudah difahami oleh para pihak yang berperkara. Selain
itu penggabungan pemeriksaan tersebut menjadikan para pihak tidak

kebingungan dan tidak berbelit-belit, beda halnya ketika

8 Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam
Risalah Qadha Umar Bin Khattab, 22-23.
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pemeriksaannya dilakukan satu persatu semisal perkara permohonan
calon pengantin perempuan diperiksa terlebih dahulu otomatis pemohon
menghadirkan orang tua dari calon pengantin laki-laki untuk dimintai
keterangannya oleh hakim, setelah dipenksa dan awal sampair akhir
kemudian diberikan ketetapannya lalu semua pihak keluar dari ruang
sidang dan dilanjutkan pemeriksaan perkara permohonan calon
pengantin laki-laki, otomatis semua pihak masuk lagi kedalam ruang
sidang, hakim tunggal memeriksa lagi permohonan dari calon pengantin
laki-laki dari awal sampai akhir, sehingga para pihak hanya bertukar
posisi yang tadinya orang tua dar calon pengantin perempuan menjadi
pemohon maka dalam perkara ini statusnya berubah menjadi orang tua
dan calon pengantin perempuan vang diminta1 keterangan oleh hakim
tunggal, hal demikian akan menjadikan proses persidangan berbelit-belit
dan bagi masyarakat pencari keadilan yang masih awwam akan merasa
kebingungan.

. Asas cepat

Pada praktnk pemeriksaan dua perkara dispensas: pernikahan dalam satu
persidangan di Pengadilan Agama Magetan tersebut telah sesuai dengan
asas cepat, tentu saja praktik tersebut sesuai dengan asas cepat karena
dua perkara tersebut digabung pemenksaannya menjadi satu selingga
menjadikan lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi ketepatan hakim

dalam mengidentifikasi pokok permohonan dengan menggunakan alat
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bukti dan saksi-saksi. Hal ini juga sesuai dengan pernyatan yang
sampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Magetan Jazuli, 5S.Ag, M.H:
“tujuan dari penggabungan pemeriksaan dua permohonan dispensasi
pernikahan dan calon suamm dan 1stenn itu untuk menjadikan konsep
yang efektif dan efisien hal ini dikarenakan subjek maupun objek
hukumnya sama dan di dalam sema juga diperbolehkan™"

Efisiens1 dalam konteks peradilan merujuk pada kemampuan untuk
menjalankan tugas dengan tepat tanpa membuang-buang waktu, tenaga,
atau biaya. Sementara itu, efektif menunjukkan bahwa proses peradilan
memiliki hasil yang nyata, pengaruh, atau dampak vang mengarah pada
keadilan dan kepastian hukum.® Implementasi prinsip ini dalam
penanganan perkara di pengadilan sangat penting, tetapi harus dilakukan
tanpa mengorbankan prosedur atau tahapan yang dapat memastikan
bahwa hakim dapat mencapai kebenaran dan keadilan melalui ketelitian
dan kecermatan dalam memutuskan suatu perkara.

3. Asas biaya ringan

Apabila ditinjau dann makna asas biaya rningan adalah pengadilan harus
memperhitungkan secara logis, terperinci, transparan, dan
menghilangkan biaya-biaya lain selain kepentingan para pihak dalam
berperkara, maka prakuk pemenksaan dua perkara dispensasi

pernikahan dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Magetan

™ Jazuli, Wawancara, (Magetan, 03 Mei 2024).
80 Thorieq’Azizi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkasn Dua Saksi Sekaligus di
Persidangan.™
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tersebut telah sesuai dengan asas biaya ringan.®' Hal ini dikarenakan
pemchon dari calon pengantin perempuan dan pemohon dari calon
pengantin laki-laki mendaftarkan perkaranya secara sendiri-sendiri,
sehingga biaya yang dikelvarkan sesual apa vang mereka dapatkan
seperti biaya untuk pendaftaran, biaya proses, pemanggilan para pihak
dan biaya untuk materai. Selain itu pada berkas penetapan perkara,
masing-masing pemohon juga dapat mehhat terkait transaparansi dan

rincian biaya perkara selama proses berperkara.

Melalu1 analisis tersebut praktik pemeriksaan dua perkara dispensasi
pernikahan dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Magetan tersebut
sebenarnya sudah sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu sederhana, cepat
dan biaya ringan. Akan tetapir jika mengikuti ketentuan surat edaran
Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan
Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagal pedoman pelaksanaan tugas bagi
Pengadilan yang menyebutkan bahwasannya permohonan dispensasi
pernikahan yang kedua calonnya masih dibawah umur dapat diajukan secara
bersama-sama dalam satu permohonan.®* Maka dengan ketentuan tersebut
akan lebih sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu sederhana, cepat dan
biaya ringan. Hal imi1 karena selain pemeriksaan antara calon suami dan
calon isteri dijadikan satu, juga lebih meringankan biaya masyarakat pencari

kedilan, karena dengan membayar satu perkara masyarakat sudah bisa

8! Rofig. Hukum Acara Peradilan Agama, 52,
8 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan
Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,
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mendapat ketetapan dispensasi pernikahan untuk calon suami dan isteri.
Sehingga makna dari asas biaya ringan tersebut tidak hanya pengadilan
harus memperhitungkan secara logis, terperinci, (ransparan, dan
menghilangkan biaya-biayva lan selain kepentingan para pihak dalam
berperkara akan tetapi juga bisa dimaknai dengan biaya yang dikenakan

sesuai dengan kemampuan dan pendapatan masyarakat,*

Pengadilan Agama Magetan sebenarnya menerima dua permohonan
dispensasi pernikahan yang diajukan oleh pemohon dar suami dan ister
secara terpisah, dan juga menerima jika kedua permohonan tersebut
digabung menjadi satu sesuai dengan Ketentuan surat edaran Mahkamah
Agung nomor 5 tahun 2021. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan

oleh Hakim Pengadilan Agama Magetan Jazuh, 5.Ag, M.H:

“pengadilan itu bersifat pasif sehingga tidak boleh memerintah
orang begini-begini pada waktu pendaftaran, karena didalam
sema tersebut menggunakan kata “dapat™ maka pengadilan
menerima aja kalau seumpama kedua orang ini dibawah umur
kemudian mengajukan permohonan dispensasi dalam satu
perkara maka diterima karena dalam sema tersebut dibolehkan,
kalau mau diajukan secara terpisah sehingga menjadi dua perkara
maka tetap boleh, jadi pengadilan itu pasif, dan perlu diingat tugas
pokok pengadilan itu menerima, memeriksa, mengadili dan
memutus perkara, jadi pengadilan 1tu tidak boleh mengatur-
ngatur orang pada saat pendaftaran perkara dan tidak boleh
menolak suatu perkara sehingga perkara tersebut harus diterima
terlebih dahulu, nanti dikabulkan atau tidaknya berdasarkan
proses persidangan melalui majelis hakim™

% Bana dan Artha, “Konteks Sederhana Dan Cepat Sebagai Bagian Dari Asas Trilogi Peradilan
Dalam Pengajuan Perkara Kumulasi Objektif Di Pengadlan Agama,” 8.
# Jazuli, Wawancara, (Magetan, 03 Mei 2024).



Dari argumen tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Pengadilan
Agama Magetan tidak berhak untuk mengintervensi pemohon pada saat
pendaftaran perkara, terkait permohonan dispensasi pernikahan calon
suami dan isten dalam pendaftarannya digabung menjadi satu
permohonan ataupun secara terpisah vakni sendiri-sendiri itu

merupakan hak dari pemohon.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitan tentang pemeriksaan dua perkara

permohonan dispensasi nikah dalam satu persidangan di Pengadilan Agama

Magetan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1.

Mekanisme pemeriksaan dua perkara dispensasi pernikahan dalam
satu persidangan di Pengadilan Agama Magetan sesuai dengan
PERMA no 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan
dispensasi kawin, hanya saja dikarenakan subjek dan objek
hukumnya sama maka pemeriksaan tersebut dijadikan satu. Adapun
mekanisme pemeriksaan adalah pembukaan persidangan oleh
hakim, pemanggilan para pihak, hakim memberikan nasehat kepada
para pihak tentang dampak pernikahan dimi, pemeriksaan calon
suami dan isteri, pemeriksaan orang tua calon suami dan isteri,
pemeriksaan alat bukti tertulis, pemeriksaan para saksi, penetapan
oleh hakim apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak.

Menurut hukum acara Peradilan Agama pemeriksaan dua perkara
dispensasi permkahan dalam satu persidangan di Pengadilan Agama
Magetan dibolehkan. Adapun dasar hukumnya secara terdapat
didalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 tentang
pemberlakuan rumusan Mahkamah Agung Tahun 2021 sebaga

pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang menyebutkan
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bahwasannya permohonan dispensasi pernikahan vang kedua
calonnya masih dibawah umur dapat diajukan secara bersama-sama
dalam satu permohonan. Alasannya adalah adanya akibat hukum
dan hubungan kausalitas pada 151 dann SEMA tersebut. Akibat
hukum yang dimaksud adalah ketika dua perkara dispensasi
pernikahan antara calon suami dan isteri dapat digabung menjadi
satu permohonan maka pemeriksaan dua perkara tersebut juga dapat
digabung dalam satu persidangan oleh hakim tunggal walaupun
dengan nomor perkara yang berbeda. Pemeriksaan dua perkara
dispensasi pernikahan dalam satu persidangan di Pengadilan Agama
Magetan juga sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu sederhana,

cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan penehitian in1, maka penelii akan menyampaikan beberapa

saran dan masukan untuk Peneliti selanjutnya:

a) Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan

tema yvang sama, dapat mengembangkan peneliian yang sudah ada.

b) Peneliti harus lebih memahami tentang fokus penelitian yang akan

diteliti dengan memperbanyak membaca literatur yang berkaitan

dengan fokus penelitian.

¢) Dalam penelitian ini hanya berlokasi di Pengadilan Agama Magetan

sehingga, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak lokasi
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penelitian untuk membandingkan proses pemeriksaan dua perkara

dispensasi pernikahan antar Pengadilan Agama.
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C. Hasil Wawancara

No

Pertanyaan

Jawaban

Bagamana proses pengajuan dua
perkara dispensasi nikah di Pengadilan
Agama Magetan biasanya
berlangsung?

kepentingan anak yang mau menikah dibawah usia
perkawinan dan harus mengajukan dispensasi kawin
itu ada alasan-alasan atau dalil-dalil hukum terutama
mengenal peristiwa hukum yang dilakukan sehari-
hari itu bersama siapa, seperti contoh calon suami
dibawah asuhan bapak A sedangkan calon isteri
dibawah asuhan bapak B maka keduannya
mempunyal peristiwa hukum vang berbeda,
meskipun keduannya mempunyai tujuan yang sama
yakni memperoleh dispensasi pernikahan. Oleh sebab
itu maka apabila ada calon suami dan isten yang
mengajukan permohonan dispensasi kawin otomatis
mendapat dua nomor perkara

Apakah ada persyaratan Khusus yang
harus dipenuln oleh pihak yang ingin
memeriksa dua perkara dispensasi
nikah dalam satu persidangan?

tidak ada persyaratan khusus semua syarat sudah
diatur dalam perma no 5 tahun 2019 tentang pedoman
mengadili permohonan dispensasi kawin, semua
sudah tercantum dalam perma tersebut

Bagaimana mekanisme persidangan
pada penggabungan dua perkara
dispensas1 nmikah  dalam  satu
persidangan?

mekanisme pemeriksaan itu semuanya sama sesual
dengan perma no 5 tahun 2019 tentang pedoman
mengadih permohonan dispensasi kawin,
mekanismenya yvang pertama disuruh masuk semua
kemudian diberikan nasehat orang tua atau anak yang
mau menikah i1tu karena apabila hakim tunggal tidak
memberikan penasihatan dan itu tercatat diberita
acara sidang maka permohonan itu batal demi hukum,
sebenarnya kuncinya disitu karena asas kita itu
mencegah pernikahan dini, maka hakim wajib
memberikan penasehatan mengenai apa saja akibat
dari pernikahan usia dibawah umur, setelah diberikan
penasehatan, orang tuanya disuruh keluar dulu dan
dilanjutkan pemenksaan kepada anaknya, sebelum
itu hakim tunggal mensekors persidangan untuk
melepas atribut persidangan karena anak tersebut
masih dibawah umur, kemudian hakim menanyakan
kepada anak tersebut apakah ini ada unsur paksaan?,
i kepentingan siapa? DIl kisi-kisinya seperti 1tu,
setelah hakim tunggal melihat persyaratan yang
diajukan 1tu ada rekomendasi dan pelaksanaan
konseling, tes kesehatan dll selanjutnya diperiksalah
saksi-saksi dari pemohon, setelah itu dengan
pertimbangan jawaban dan s1 anak dan betul-betul




layak maka permohonan dapat dikabulkan kalau
tidak ya ditolak

Apakah penggabungan dua perkara
dispensasi mkah  dalam  satu
persidangan mempengaruhi  proses
hukum atau keputusan akhirnya?

Pada intinya dispensasi kawin untuk calon suami dan
ister1 diperiksa dalam waktu yang bersamaan bisa
dipeniksa oleh hakim tunggal maka apabila satunya
dikabulkan pasti yang lainnya juga akan dikabulkan
pula

Apakah terdapat kebijjakan atau
regulasi  khusus vyang mengatur
penggabungan dua perkara dispensasi
nikah dalam satu persidangan di
Pengadilan Agama Magetan atau di
tempat lainnya?

Sebenarnya ada peraturan yang membahas mengenai
dua perkara dispensasi kawin yang dijadikan satu
yakni sema no 5 tahun 2021, akan tetapi dalam sema
tersebut menggunakan frasa dapat, sehingga orang
hukum 1tu harus benar-benar jel1 mehhat 151 dar1 sema
tersebut antara harus, boleh, dapat itu mempunyai
makna yang berbeda-beda, berhubungan di dalam
sema tersebut menggunakan kata dapat maka
pengajuan dispensasi pernikahan untuk calon suami
dan isteri yang berusia kurang dari 19 tahun dapat
diajukan dengan satu permohonan dan juga dapat
diajukan secara terpisah atau sendiri-sendiri. Karena
di dalam sema tersebut membolehkan atau dapat saja
digabungkan permohonannya berarti
pemeriksaannya juga dapat digabungkan, sehingga
akibat hukum dan hubungan kausalitasnya seperti 1tu.
Sebab suatu permohonan itu bisa digabung antara
calon pria dan wanita ini dalam satu permohonan
maka otomatis pemeriksaannya juga dapat digabung,
yang penting itu kesimpulannya subjek dan objek
hukumnya sama

Bagaimana dampak prakns dan
penggabungan dua perkara dispensasi
nikah dalam satu persidangan terhadap
wakiu dan biaya yang diperlukan oleh
pihak terkait?

sebenarnya pemeriksaan dua perkara permohonan
dispensasi kawin 1tu tidak digabung dan berdin
sendiri-sendiri dikarenakan orangnya atau
pemohonnya sama hanya itu-itu saja dan yang
berbeda hanya saksinya saja maka dipenksalah
secara  bersamaan untuk mempercepat dan
mempersingkat proses
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s Magetan, 21 Maret 2022
Hal :Permohonan Dispensasi Kawin
Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Agama Magetan
Di -
MAGETAN

Assalamu'alaikum Wr. Wh.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

higshtbinteiiromeSadwean, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 28 Maret 1971,
NIK ihabtkblttidiiid 2gama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Tidak Bekerja, bertempat tinggal Lingkungan Jetak RT.019 RW.004
Kelurahan Kawedanan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan,
selanjutnya disebut Pemohon, (No. HP . skttt

Pemohon sebagai Ibu kandung mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon
seorang diri karena ayah anak tersebut telah meninggal dunia padatanggal 03 Mei
2013 karena sakit sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kematian : 3520-KM-
19112018-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Magetan pada tanggal 19 November 2018. Adapun permohonan ini

didasarkan atas alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama I
Iminiammien tanggal lahir 06 Juni 2004 umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan Jetak
RT.019 RW.004 Kelurahan Kawedanan Kecamatan Kawedanan Kabupaten
Magetan, dengan calon suaminya bernama Nikko Renaldi bin Hariyadi, umur 17
tahun 6 bulan, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat
tinggal di RT.009 RW.002 Desa Balerejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten
Magetan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dengan
surat penolakan nomor : B-68/Kua.13.14.07/Pw.01/03/2022 tanggal 01 Mei 2022
karena anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan
oleh Undang-undang;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab
hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena
keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang
meskipun Pemohon sudah berulangkali menasehati mereka untuk menunda
pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak
bisa dihalang-halangi;

4. Bahwa mereka pernah berhubungan badan sehingga calon istri hamil 7 bulan yang
jika tidak segera dinikahkan dihawatirkan akan semakin jauh melanggar ketentuan
Hukum Islam:

5. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh dan dengan calon suaminya tidak ada
halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana anak Pemohon
berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak
ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-
sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;



Surat Panggitan pihak-pihak yang berperkara A “. i
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RELAAS PANGGILAN
Nomor : 65/Pdt.P/2022/PA Mgt

Pada hari ini itigaal A28 AT ceva Mok Muclis

I ————— ada Pengadilan Agama Magetan atas perintah Hakim dalam
perkara 65/Pdt.P/2022/PA. Mgt tanggal 21 Maret 2022 ;

TELAH MEMANGGIL

I | crpat, tanggal lahir, Magetan, 28 Maret 1971, NIK.
I oo, pendidikan SLTA, pekerjaan

Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan Jetak RT.019

RW. 004 Kelurahan Kawedanan Kecamatan Kawedanan

Kabupaten Magetan |, selanjutnya disebut sebagai * Pemohon I ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magetan pada :

Hari :  Jum'at

Tanggal : 25 Maret 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat :  Kantor Kecamatan Kawedana Kabupaten Magetan

Sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam Perkara Perdata tersebut, antara :

Hartini binti Kromo Sadiran Sebagai Pemohon ;

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Panggilay ini saya laksan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di
sana saye . “Wtida vwy Wﬂ%r\p

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi -
saksi untuk didengar kesaksiannya dan membawa surat - surat yang akan diajukan
sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai
relaas panggilan ini ,

Demikian relaas {zigilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

P hon

Hartini binti Kromo Sadiran
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Magetan, 21 Maret 2022

Perihal : Permohonan Dispensasi Kawin

Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Agama Magetan
Di -
Magetan.

Assalamu’alaikum Wr. Wb,
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

pek&r]aan Karyawan Swasta, bertempat tlnggal di Jalan Raden
Ganda 1 RT.004 RW. 010 No.35 Kelurahan Sukaraja Kecamatan
Cicendo Kota Bandung yang sekarang berkediaman di rumah
orangtua Pemohon Il di RT.009 RW.002 Desa Belerejo Kecamatan
Kawedanan Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut Pemohon | :

swmweRssms————  Tempat, tanggal lahir, Magetan, 18 April 1981, NIK.

MSRSeNENee, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Raden Ganda 1 RT.004
RW.010 No.35 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota
Bandung yang sekarang bertempat kediaman di rumah orang tua
Pemohon Il di RT.009 RW.002 Desa Belerejo Kecamatan
Kawedanan Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut Pemohon Il ;

Selanjutnya Pemohon | dan Pemohon |l disebut juga sebagai Para Pemohon:

Adapun permohonan ini didasarkan atas alasan sebagai berikut :

1.

3.

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon yang
bernama hissessiewmisisisssinsye, tanggal lahir 17 September 2004, umur 17
tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja,
bertempat tinggal di RT.009 RW.002 Desa Balerejo Kecamatan Kawedanan
Kabupaten Magetan, dengan calon Isterinya bemama il
Swws, umur 17 tahun 9 bulan, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Tidak Bekerja, tempat tinggal di Lingk. Jetak RT.019 RW.004 Kelurahan
Kawedanan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, yang akan
dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;

Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut
namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, Kabupaten
Magetan dengan surat penolakan nomor : B-68/Kua.13.14.07/Pw.01/03/2022
tanggal 01 Maret 2022 karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia
perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;

Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab
hubungan Anak Para Pemohon dengan calon Isterinya sulit untuk dipisahkan
karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah
yang meskipun Para Pemohon sudah berulangkali menasehati mereka untuk
menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera
dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;
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RELAAS PANGGILAN
Nomor : 66/Pdt.P/2022/PA Mgt

Pada bt i . MRS tanggal 2%-3- 0% saya Moh Muclis

Nurhadi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Magetan atas perintah Hakim dalam
perkara 66/Pdt.P/2022/PA Mgt tanggal 21 Maret 2022 ;

TELAH MEMANGGIL

I | copat, tanggal lahi,  Ponorogo . 21 April 1981, NIK.
I o:ma Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raden Ganda 1
RT.004 RW. 010 No. 35 Kelurahan Sukaraja Kecamatan
Cicendo Kota Bandung yang sekarang bertempat tinggal di
rumah Pemohon II di RT.009 RW.002 Desa Belerejo Kecamatan
Kawedanan Kabupaten Magetan , selanjutnya disebut sebagai “
Pemohon 1™ ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magetan pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 25 Maret 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Kantor Kecamatan Kewedana Kabupaten Magetan

Sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam Perkara Perdata tersebut, antara

Hariyadi bin Jono Sebagai Pemohonl ;
Juwarti binti Tarmin Sebagai " Pemohon I1 "

Panggilgn ini saya laksanmi lﬁmpal tinggal/kediaman yang dipanggil dan di
Sana saya ......... JUYNERWW, ‘? i 5 R

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi -
saksi untuk didengar kesaksiannya dan membawa surat - surat yang akan diajukan
sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian :

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai
relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Pemohon |

iyadi bin Jono
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